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BAB I

PFNDAHULUAN

A Xofudutan

Badatr Kesafuan Bargsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur

pelaksana teknis berkedudukan dibawah Pemerintah Daeruh Rabupaten KotawarinSin Barat

berdasarkarr ,

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nornor 18 Tallun 201 6 tentang Perangkat Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupafen Kotawaringin Barat Nomor O6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkaf Daerah lklrupaten Kotaarirgin Barat (brubaran

Daerah Kabupaten Kotawarirgin Barat Tahun 2O16 Nomor 06)

3. Peraturan Bupati Kotawarirgin Barat Nomor 72 Tahun 2O16 terrtarrg Kedudukan, Susunarr

Organisasi. Tugas Pokok dan fuirgsi Badan Kesatuatl Bangsa dan Politik dalarn perubalun

nonenklatur sebaSai peng3anti Badan Kesafuan Bangsa, Politik dan Perlindungan l\lasyarakat

Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Tug8btokdrnFtrn$i

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomof 72 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan OrSanisasi. Tugas Pokok dan furgsi Badan Kesafuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sbb ,

I. ftgaa hto& nedan Keerng&n hlitih

Badan Kesafuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai firgas

pokok rnelaksanakan kewenangan Pernerintahan Daerah dan fugas pembantuan di Bidang

Kesatualr Ban$a dan Politik Dalam Negeri.

2. Funtli Badrn Kcsatuan Bangsa dan blitit .

Dalam melaksanakan tuEas pokok, Radan Kesafuan Bangsa dzn Politik

rnenyelenggarakau fungsi rbagai berikut ,

a. Penyusurran, perulnusan. penyiapan kebijakan teknis dan penSkajian di bidang

Kesatuarr Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

b. Penyusunan, perumusarl kebllakan dan fasilitasi peningkatart sumber daya manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NeSeri;

c. Penyusunan. perumusan kebuakan dan Frgkajian rnasalah strategis;

d. Koordirrasi pn1rusunan proSram dan kegiatar bidarrg Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri;
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e Pernbinaan tekluris penyelenggaraan fungsi penunjang urus,rn Pemerintahan neliputi;

Perencanaan, Keuangan. Kepegawaiall Pendidikan dan Pelatilran, Penelitian dan

Pengembangan serta fulrgsi penunjang lainya;

Penlalltanan, evaluasi dan plaporan pelaksallaan tugas dan dukungan tehds Badan

Kesafuzul Balrgsa dart Politit Dalam Negeri.

Unhrk rnelaksanakan fun8si sebagairnana maksud di at^s Bad^n Kesatuan Bangsa dan

Politik mempunyai kewenangan sbb ,

a. Koordilmsi, penetapall kebijakan teknis, trrlaksanaan. fasilitasi dan pembinaatr nilai-

nilai sejarah ketahanan ideolqti neSara, wawa&ut kebangsaarr, bela negara. nilai-nilai

sejarall kebargsaan dan nilai-rrilai Pancasila dar, Karakter Bargsa;

b. Koordillasi penetapan kebljakan teknis. fasilitasi dan pelaksanann penanganan Korrflik,

Kewaspadaan Dini iUasyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDI\I di Bidang

lntelijen. Bina ,i\,lasyaraLat, Perbatasan dan Tenaga kerja , Penangarran Konflik

Pemerhltahan. Konflik Sosial, Pengawasan Orarg Asing dan Lembaga Asirg;

c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis. fasilitasi dan pelaksanaan serta penrbinaan

pnyelenggaraan ketahanan di bidarrg seni. budaya fasilitasi dan koordinasi

Kenrtunzur Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan. Pembauran Akulfurasi

Budaya. Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Ivlasalah Penyakit IVtasyarakat dan

Sosial Kemasyatakatan;

d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta

pengawasan sistern dan irnplenrcntasi politik, kelelnbaSaan politik pemerintahan,

kelemb4gaan partai. buday^ dan prrdidikarr politik, fasilitas pemilu, pilprcs dan

pilkada;

e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pmbirraan serta

penSaw.rszxi ketahananlingkulgan lddup dan surnhr daya alam, ketaharran,

pefiaguqun, inveslasi, fukal dan nlonefer. lrrilaku masyarakat, kebijakan dan

ketahanan lembaga usaha ekonomi,kebUakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan

perekonomian.
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C. Struttu Orgardlsli

Struktur Organisasi Badan Kesafuarr Bangsa dan Polit'rk Kabupaten Kotawaringin Barat

terdiri dari ,

l- Kepala Badan

2. Sekretaris, membawahi ;

2.1. Kepala Sub Bagian Penyusurrau Prorfram

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlenegkapan

2.3. Kepala Sub BaEian Tata Usaha

3. Kepala Bidang terdiri dari,

3.1. Kepala Bidary Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

membawahi;

* Kepala Sub Bidarg Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

.3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

3.2. l(cpalaBidang Politik Dalam Negeri, membawahi ;

* Kepala Sub Bidar6 Pengembangan Budaya dan Etika Politik

.3 Kepala Sub BidanS Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

3.3. Kepala BidanS Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan,

membawahi;

.3. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

* Kepala Sub Bidang Orgardsasi Kemasyarukalan

3.4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Il'lembawahi ;

* Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

.1. Kepala sub BidarB Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan

Kebijakan Strategis.



BAB II

PHENCANAAN STRATECIK

A \iuan dan Sararan

1. Tuj'u't

1.1 r\leningkatkan pemaharnan ideolqgi dan wawasan kebangsaarr dalam ntenjaga dan

memelihara kerukunan umat beragama serta persafuan dan kesafuan dan cinta tanah

B.

afi

1.2 Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan

adanya konflik

7.3 l\lerringlatkan wawasan dan pemalranun politik serta organisasi dan lemb4ga

kemasyarakatan yang sehat baSi nlasyarakat.

1.4 lUewujudkall tatakelola grcmerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Sa!'ran

2.1 Terwujudnya pmahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.

2.2 Illeningkatkan lrcran serta apatat kearnanan dalarn melaksanakan deteksi dini dan

pencegahan konfl ik social.

2.3 Terbinarrya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.

2.4 Penrbinaan terhadap organisasi dan lembaga kenusyarakatan.

2.5 Menyediakan kebuhrlun pnuqiang perangkat daerah dalam mela&sarutan tugas dan

turysi.

2.6 i\lenyediakan dukrurgan bagi pencapaizur nilai SAlrllP perangkat daerah.

Stralegi rurrcapairn l$uen

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Barrgsa dart Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat mempunyai fujuan danr sasaran yang di tetapkan meliputi ,

r. Xcbiietan

1.1. Sosialisasi Fnirgkatan Kesadaran trtasyarakat dalarn Kehidupan Beragama, Berbangsa,

dan Bernegara.

1-2. Penguatan hubungan antar fonrm keagamaan dan forum lintas etnis

1.3. Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal

1.4. SosialiMsi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat

I.5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan

1.6. I\'leningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur KeslranEpol.

1.7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparafur Kesbangpol.
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2. hotlafl

2.1. PrqSram Pelayanan Admitristrasi Perkantoran.

2.2. Prcgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratul

2.3. Program Pel nSkatan Disiplirl Aparafur.

2.4. Ptogram Peningkata'l Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.5. Program Peningkatan Pengembaugan Sistem Pelapran Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.6. Program Pengembangan Walvnsan Kebangsaanl.

2.7 . kogram Pemelilulaan Kantantibmas dan Pence3ahan Tindak Kriminal.

2.6. ProSrarn Pendidikan Politik [lasyarakat.

2.9. Program Peningkatan Ikpasitas OrSanisasi Dan Lernbaga Kemasyarak^tan

3. K€irtan

3.I. Plogran Elayanan Adxrdnishrri Ertlnbran

1) Peryediaarl jasa surat menyurat

2l Penyediaan jasa komunikasi, surnber daya air dan lishik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perUirun kendaraan Dinas /Operasional

4) Penyediaanjasaa&ninistrasikeuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7\ Penyediaan alat tulis kantor

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9) Penyediaankornporrenhrstalasilistril(penerarganbarrgunan kantor

IO) Penyedian gxralatan darl perlerglapan kantor

1 1) Penyedia peralatart mnalt tangga

121 Penyedia rnakanan dan mifluman

l3) Rapat-rapat koordinasi dal konsultasi ke luar daerah

3.2. no8ram penirytsttn sarana dan lnasarana qraratur

1) Pernbangunan gedung kalfor

2l Pengdaan peralatan gedung katrtor

3) Pengadaan mebeleuer

4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5) Pemeliharaan rutirVberkalakendaraandinas/operasiorral
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5-r.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

6) Perneliharaanrufur/berkalaprlengkaparrgedurrgkantor

7\t Pemeliluraan rutin/berkala peralatan gedung kanlor

8) Rehabilitasi sedang/beraf gedung kantor

Progarr FniryLtdn disiplin aparatur

1) Pengadaan pakaian dilas beserta perlengkaparurya

Zl Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

ProSrrm peningt tan tapasitas sumber daya aparatur

1) Bimbinganteknisinrplemenlasilxraturanprundang-uldangan

Program pcningtatan pcngembangan sistem pelaporan capaian khcrja dan

I) Penyusulun pelalrcral keuarrgan aklfr talrun

PrcSram ErycmbanSm wawasan KEbalgsaan

1) Peni gkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan rnasyarakat

2\ Penintkatan kesadaran masyarakal akar nilai-nilai luhur budaya bangsa

Pnogram Fcmcliharaan (adrantihmas dan runccAalun Tindae Krfunind

1) Penilgkatan kerjasarrra dengan aparat keamanan dalam tektrik lrencegahan

kejahatan

2l Pencegahan dan penanSanan konflik sosial

Program Ferdititan hlitil Macyaratrt

1.) Penyuluhan kepada Inasyarakat

2.\ Forunr-forum diskusi politik

Program knirgtiten Kapositas orSEnilosi Dan LcmhSE Kcdrsyartt tan

1.) Pembinaan orgarrisasi masyarakat datr lemb4ga swadaya nrasyarakat

2-) Morritoring evaluasi dan pelalrcran organisasi masyarakat dan lernbaga swadaya

masyarakat.
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3.4.

3.3

3.5.

3.6.

3.7_

3.8.

3.9.

6) Pemeliharaan rutir/berkala pedengkapan geduug kantor

7l Pemeliharaan rutfuVberkala peralatan gedurg kantor

8) Rehabilitasi sedangiberat gedung kantor

Prograrn penirgtatan disiplin aparatur

1) Pergadaan pakaian dinas beserta perlengkaparurya

Zl Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program penitgtrran kaparitd sulrlber daya aparatur

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan tr erundang-undangan

Program pcningtatan pentenbatg;an sistern pelaporan capaisn kinrjs darl

keuangan

1) Penyusunan pelaporan keuargan akhir tahun

Pr%rim kngembrngan wcwaran Xeba4gsarn

1) Penirgkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

2l Peningkatan kesadaran masyaralial akarr nilai-nilai luhrtr brdayabatgsz

hogram kmcliharaan KanFantibrras dan krcegalt n firrdak Xrimfuial

1) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalant teknik lrncegahan

kejahatan

Zl Pencegahan dan pnanganan konflik sosial

Program Erdiditsn hlitik Malyaratst

1.) Penyuluhan kepada masyarakat

2.1 forum-forum diskusi politik

Program knirytatan xapasitas Orgrniltri D6n tttmbat,, xemasyaraht8n

1.) Penrbinaarr orgarrisasi masyarakat dan lembaga swadaya ltusyarakat

Z.) Monitoring evaluasi dart pelaporan organisasi masyarakat dan letnbaga swadaya

rnasyarakat.
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LAMPIRAN lll.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DATAM RANG(A EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ASPEK FOKUS
No,

IKK
RUMUS/

PERHITUNGAN

Jenis Data
(Tahun 2018!

Capaian
Klneria

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (s)

Penghargaan 4t

Penghargaan dari
pemerintah yang diterima
oleh Pemda dalam tahun
2018.

lumlah penghargaan dari
pemerintah yanS diterima
oleh Pemerintah Daerah
dalam Tahun 2018

Penghargaan yanB diterima, sebanyak 3 (ti8a) yang

terdirida.i :

1. Piagam Penghar8aan Menteri Dalam Negeri

sebagai Apersiasi, Penghargaan Dan Terima
Kasih Atas Partisipasi Aktif Dan Kerjasamanya
Dalam Mendukung sukses Pelaksanaan Pemilu

Serentak Tahun 2019.

2. Piagam Penghargaan Bupati KotawarinSin
Barat, Berkat dukungan dan kerjasamanya
dalam melaksanakan pembangunan
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak khususnya dalam
mengimplementasikan Pengarustamaan
Gender (PUG) di Kabupaten Kotawaringin
Ba rat-

3. Piagam Penghargaan Komisi Pemilihan
Umum Atas Partisipasi Aktif Dan

Dukungannya Dalam Mensukseskan
Pemilu serentak Tahun 2019.

3

Pengha rgaa n

semua SKPD yang

menerima penghargaan

dari pusat Tahun 2019

LPPD Kob. Kotowaringin Borat Tahun 2079

LAMPIRAN IKK III.l TATARAN PENGAMBIL KEBUAKAN

38r



IAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIIAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DATAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

NAMASXPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN YANG DlIAKSANA(AN: Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

ASPEK NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(1) (2\ (3) (4) (s) (6) (7) (8) (s)

(EBIJAKAN TEKNIS

PENYETENGGARA

AN URUSAN

PEMERINTAHAN

Program yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
urusan (diluar Program Non
Teknis)

1

Program yang berkaitan
dengan
Penyelenggaraan
urusan (diluar Program
Non Teknis)

72

--- x 100 %
10

Jumlah program Nasional
(RKP), sebanyak 12 program.
lumlah program nasional yang

dilaksanakan SKPD, sebanyak -
10 program

10 Program

Lihat di APBD Lampiran 1.3

(Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program Dan

Kegiatan)

Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yanB ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPN(

Keberadaan
Operating
(soP)

Standard
Procedure

Ada 2 (dua) SOP

Apabila Ada,
sebutkan ada 2 (dua) yang terdiri
dari:

1. sOP ttg P€nerbitan SKT Ormas
dan LSM

2. SOP ttg Penerbitan Surat ljin
Penelitian

3. Dst ----

Jumlah 2 (dua)

soP

SOP yang dimaksud adalah SOP

teknis. SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)

yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis

2 KETAATAN TERHADAP

PERATURAN PER

UNDANG.UNDANGAN

Peraturan yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan
Urusan

3 Keberadaan Peraturan
(Perda/Perkada) yang

berkaitan dengan
Penyelenggaraan
Urusan

Ada l Perda dan l Perkada Apabila ada,
Sebutkan ada 2 (dua) yang terdiri
dari:

1. Perda No.6 Thn 2016 ttg
pembentukan dan susunan
perangkat daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat

2. Perkada No.72 Thn 2016 ttg
Kedudukan, susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan

Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Kabupaten Kotawaringin
Barat

Ada 2 Peraturan Sumber data di Bagian Hukum

1
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ASPEK NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
Kinerla

KETERANGAN

3 PENATAAN

KELEMEAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4

Rasio strukturjabatan
dan eselonering yang

terisi

17

---- x 100 %
L7

labatan yang ada sebanyak 17

Jabatan yang harus ada,
sebanyak 17

too./"
Sumber data
Daera h

BKD/DUK Perangkat

5

Keberadaan jabaian
fungsional dalam
struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi Peran8kat
Daerah

Apabila Ada,
sebutkan nama bidanS,/.labatan
fungsional, fidok Ado.

Tidak Ada Sumber data BKD/ Perangkat Daerah.
Mengacu kondisi Perangkat Daerah
terakhir/updated Tahun 2019

4 PENGEIOTAAN

KEPEGAWAIAN OAERAH

Tingkat kompetensi SDM

dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan

dengan urusan terkait

6 Rasio PNS kabupaten
iumlah
terhadap
Kabupaten

PNS

Total
SKPD

PNS

PNS SKPD, sebanyak 26
personil

Total PNS Kabupaten,
sebanyak 4.150 personil

o,63%
Sumber data mengacu pada data DUK
perangkat daerah terakhir atau data
yang berasal dari BKD

7

Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan

fi
--- x ].OO %

77

Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 11 org.

Pejabat yang ada, sebanyak 17

org.

64,7t %

Sumber data mengacu pada data DUK
perangkat daerah terakhir atau data
yang berasal dari BKD

Pejabat yan8 telah
memenuhi persyaratan
kepangkatan

l7
*--- x 100 %

L7

Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 17 otg

Jabatan yang ada, sebanyak ---

17 jbt.

100%

Sumber data mengacu pada data DUK
perangkat daerah terakhir atau data
yang berasaldari BKD

2

FOKUS
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ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Oata
Capaian
Kinerja

KETERANGAN

5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN
OAERAH

Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD

9

Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD

-RENJA SKPD

-RKA-SKPD

Ada stau tidak ada

dokumen perencanaan

SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg

terdiri dari:
1. Renstra - SKPD

2. Renja - SKPD

3. RKA . SKPD

3 jenis dokumen
Sumber data mengacu pada data
perencanaan perangkat daerah
terakhir atau data yang berasal dari
Bappeda

Sinkronisasi Program RENJA

SKPD dengan Program RKPD
10

Jumlah Program RKPD

yang tidak diakomodir
dalam RENIA SKPD

2

--- x 1OO %

t2
Jumlah Program Renja SKPD

yang ditetapkan dalam RPJMD,

sebanyak 12 program

76,67 %

Sumber data m€ngacu pada data
perencanaan perangkat daerah
terakhir atau data yan8 berasal dari
Bappeda

Sinkronisasi program RKA

SKPD dengan Program REN.IA

S KPD

11

Jumlah Program RENJA

Perangkat Daerah yang

diakomodir dalam RKA

Perangkat Daerah

10
----- x 10O %

10

Program Renja SKPD yang

diakomodir dalam RKA SKPD,

sebanyak 10 program.

Program dalam RKA SKPD,

sebanyak 10 program.

100 %

Sumber data Perangkat Daerah.
Mengacu dokumen RKA- Perangkat
Daerah tahun 2019 dan Renja-
Perangkat Daerah ybs.

Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran

1,2

Jumlah Program RKA

Perangkat Daerah yang

diakomodir dalam DPA

Perangkat Daerah

10

----- x 100 %

10

Jumlah Program RKA SKPD

yang diakomodir dalam DPA

SKP0, sebanyak 10 program.
Jumlah Program dalam DPA

SKPD, sebanyak 10 program
IOO %

Sumber data dari dokumen RKA-

Perangkat Daerah tahun 2018 dan
dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs

tahun 2019.

3

- Jumlah Program RKPD yang

TIDA( diakomodir dalam Renja

SKPD, sebanyak 2 program.



ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian

Kinerja
I(ETERANGAN

6 PENGETOTAAN

KEUANGAN DAERAH

Alokasianggaran 13

Anggaran
terhadap
APBD

SKPD

total belanja
5.300.826.000

-------- ------------ -- - x LOWo

1.499.445.580.000

Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp.5.300.826.000

Total Belanja APBD, sebesar
Rp. 1.499.445.680.000

0,42% Mengacu APBD tahun 20L9
tera khir.

Realisasi Belanja Perangkat

Daerah 74

Realisasi Belanja
Perangkat Daerah

terhadap total Realisasi

Belanja APBD

5.981.355.768
x100%

1.499.445.680.000

Realisasi Belanja PeranSkat
Daerah sebesar Rp.

5.981.355.768

Total Realisasi Belanja APBD,

sebesar Rp.

1.499.445.680.000

0,40 %

Mengacu APBD tahun 2019
terakhir.

Besaran Belanja Langsung dan
Tidak Langsung

15

Total Belanja Langsung
dari total belanja
Perangkat Daerah

2.244.774.462

---.------------ x 1OO %

5.981.355.768

- Realisasi Belanja Langsung
Perangkat Daerah, sebesar
Rp.2.248.77 4.862

- Total Realisasi Belanja Perangkat
Daerah, sebesar Rp.

5.981.355.768

31 ,59 %

Mengacu APBD tahun 2019
terakhir.

16

Total Belanja Tidak
Langsung dari total
belanja Perangkat
Daerah

3.379.319.612

---------- x 100 %
5.981.355.758

- Realisasi Belanja Tidak Langsung
Perangkat Daerah, sebesar Rp.

3.379.319.612

- Total Realisasi Belanja Perangkat
0aerah, sebesar Rp.

5.981.355.768

56,50% Mengacu APBD tahun 2019
terakhir.

Laporan keuangan SKPD 77

Keberadaan laporan
keuangan SKPD (Neraca,

Calk)

Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada
(Neraca, LRA, calk)

Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak 3 jenis, sbb:

1. Lap. lkhtisar Kinerja SKPD

2. Lap. Semesteran

3. Lap. Akhir Tahun

Ada sebanyak
3 Jenis:
- Neraca
. LRA

- CaLK

sumber data dari Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Teliti apakah
Laporan Keuangan yang ada sudah

lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

4



ASPEK FOKUS NO txK Rumus lenis Data
capaian
Kineria

KETERANGAN

7 PENGETOTAAN BARANG

MITIK DAERAH
Ma nalemen asset SKPD 18

Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD

Ada

'- Tanah (Sertifikat)

'- Mobil (STNK/BPKB)

'- sepeda Motor (sTN(/BPKB)

Ada Sumber data dari BPKAD ,

dokumennya (lnventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

19
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD

0
----- x 1O0 %

240

Asset yang tidak digunakan,
sebanyak 0 (nol) asset.
Asset yangdikuasai SKP0,

sebanyak 240 - asset
(Rp.1.0s2.206.069).

o%

Pembilang:
1) Sumber data berasal dari DPKAo
(Berita Acara lnventarisasi Rekonsiliasi
Penyerahan Barang/Aset)
2)Aset layak pakai tetapi tidak
digunaka n/dimanfaatkan

Peny€but:
Aset layak pakaitetapi yg

tidak digunakan/dimanfaatkan

8 PEMBERIAN FASILITASI

TERHADAP PARTISIPASI

MASYARAKAT
Bentuk-bentuk
prasarana

masyarakat

fasilitas /
partisipasi

20

Jumlah fasilltas /
prasarana informasi :

1. Papan

Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi

Sebutkan jenisnya

1. Papan Pengumuman
2. Pengumuman di Mass Media
3. Papan data penyuluha n

4. Pos pengaduan/Kotak saran

lumlah sebanyak
4 jenis

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana

informasi yang ada (data foto
dilampirkan)

Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat

21,
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik

Apabila Ada, sebutkan survey
kepuasan tentang fidok odo

Tidak ada

Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang dilakukan
oleh Pemda/ Perangkat 0aerah.

(EPATA BADAN (ESATUAN BANG5A DAN POLITIX

KA8. KTW. EARAT

Pangkalan Bun, Februari 2020

5

I

H. MUDELAN. S.Sos
NtP. 19500215 198203 1013

Penggunaan Asset SKPD



tAMPIRAN lll.3: Format IKK Untuk Nabupaten

TATARAN PETAI(SANA KEBUAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIE DAN URUSAN PITIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
KABUPATEN: KOTAWARINGI N BARAT

NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINER'A KEIET€RANGAN SKPD SUMEER DATA

(1) (2) (3) (4) (s) (61 (7) (8)

5

7
Kegiatan pembinaan politik
daerah

1. Kegiatan Penyuluhan Kepada

Masyarakat
2. Forum-Forum Diskusi Politik

l Kegiatan
1 Kegiatan

-Realisasi output Kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat dengan sub kegiatan
Mensosialisasikan Pemilu serentak melalui
Media Cetak Yaitu : Spanduk, Ealleho dan
Eanner untuk Sosialisasr tentan8 Persiapan
pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak
Anggota DPR Rl/DPD Rl/0PRD Provinsi, OPRD

Kab./Xota dan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019.

-Realisasi output kegiatan Forum-Forum
Diskusi Politik adalah Sosialisasi
Pelatihan Penyusunan LPJ Bantuan
Partai Politik dengan jumlah peserta 30
orang

Kesbangpol

2
Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP

1. Pembinaan organisasi masyarakat
dan lembaga swadaya masyarakat

1 Kegiatan

-Realisasi output kegiatan sosialisasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57
Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
Pengelolaan sistem lnformasi
ormas/LsM dilaksanakan sebanyak 2
(dua) kaliyaitu :

1. Kec.Arselsebanyak 50 peserta

2. Kec.Ktw.Lama sebanyak 50 peserta

Kesbangpol

1_LAMPIRAN St.MtilOAGBl NOMOS: 12ol313/OTOA, TANGGAL 24laNUARl 2011

URUSAN WAJIB

Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat



iata

Pada hari sabtu, 28 Desember 2019 pukul 09.00 s.d 14.00 WIB bertempat di Pusat Rekreasi Desa Pangkalan 3 (tiga) Kecamatan Pangkalan Lada telah dilaksanakan Sosialisasi

Empat Pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik tndonesia Tahun 1945) yang diprakarsai oleh anggota DPR Rl Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah oleh Bambant

purwanto, S.ST, MH dengan judul "Aktualisasi Wowosan Kebongsaan Dolam Kehidupon Bermosyorkdt, Berbongsa Dan Bernegoro." Acara tersebut dihadiri oleh Kaban Kesbangpol

yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol, Dandim 1014 diwakili oleh Kasdim, Kapolres Kobar diwakili oleh Polsek Pangkalan Lada, Anggota DPRD Kobar, Kasim Hidayat dan

Sutiyono dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 120 orang. Dalam kegiatan ini Badan Kesbangpol menjadi salah satu narasumber yang disampaikan oleh Bapak Marwoto, SIP

(Sekretaris Badan Kesbangpol) dengan materi terkait "Aktualisosi Wowason Kebangsaon Dolam Kehidupon Bemosyomkot, Berbangsa Ddn Bernegoro" dan dilanjutkan dengan

tanya jawab, selama kegiatan berlangsung berjalan dengan tertib dan lancar.

KePiatan 2:

Pada bulan Maret 2019 pukul 20.00 s.d 23.00 WIB bertempat di cafe Jhon Fress JL. lskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun telah dilaksanakan

Barat, Ketus KPU Kotawaringin Barat, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kotawaringin Barat, dan Kabid Poldagri Badan kesbangpol (abupaten Kotawaringin Barat. Tema

sarana kampanye dan wadah opini publik dapat di gunakan secara arfiah dan bijaksana. Adapun materi yang disampaikan oleh Kabid Poldagri ialah media sosial menjadi salah satu

sarana yang pas untuk penyebaran hoax. Hoax kembali marak melalui momentum Pilpres 2019. kabar bohong (hoax) adalah musuh bersama. Namun, tak sedikit pula yang

memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Masyarakat diharapkan bijak dalam bersosial media terutama tidak menjadi bagian dari

menyebarkan berita hoax, khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat masyarakat diharapkan tidak menggunkan sosial media untuk kampanye hitam atau menyudutkan pihak lain

karena bisa menimbulkan konflik dan mengancam kesetabilan situasi dan kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1

2LAMPIRAN SE.MFNDAGRI NOMoR: 12ol313/OrDA, TANGGAL 24lANUAR| 2011

Adapun Pelaksanaan kegiatan vang diikuti diluar program dan kegiatan Badan Kesbangpol atau Non-DPA sebagai berikut :



Kesiatan 3:

Pada bulan Maret 2019 pukul 07.00 sd 12.00 WIB bertempat di Hotel Avila jl Pangeran Diponegoro Kel. Sidorejo Kec. Arsel Pangkalan Bun telah dilaksanakan Rakor '' Evaluasi

Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019." Kegiatan dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Panelis Pembicara oleh Ketua KPU Kobar, Anggota Bawaslu Kobar,

Satpol PP dan Damkar, Dinas Kominfo dan persandian Kab. Kobar dan caleg terpilih. Tema rakor adalah : kegiatan ini merupakan evaluasi guna mengetahui kendala dan masalah yang

Pemilu, spesifiknya tentang alat peraga kampanye (APK) bagi partai politik yang difasilitasi oleh KPU, butuh waktu dan anggaran yang cukup banyak, proses evaluasi ini memang

yang akan datang, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini yang bertindak selaku pihak yang menertibkan APK yang melanggar dalam hal ini melalui

Satpol PP dan Damkar, serta pihak kesbangpol turut memonitor pelaksanan penertiban APK.

Kesiatan 4:

Pada bulan April 2019 pukul 09.00 sd 16.00 WIB bertempat di aula Hotel Arsela Jl. lskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arsel Pangkalan Bun di telah dilaksanakan

Workshop "Evaluasi penanganan pelanggaran terpadu (GAKKUMDU) pada pemilihan umum tahun 2019." Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat

dengan Panelis Pembicara oleh Anggota Bawaslu Prov Kalteng, Ketua Bawaslu Kab Kobar, Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Kobar dan dihadiri oleh tokoh masyarakat tokoh agama

pelanggaran dalam pemilu 2019;2. Anggota Sentra Gakkumdu diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, cepat, dan tidak memihak; 3. Peran serta aktif

dari para tokoh yang hadir untuk melaporkan kepada Sentra Gakumdun bila ditemukan pelanggaran pemilu dilapangan.

3LAMPInAN St MENDAGRI NOMOR: l2o/313/OTDA, lANccat 24 iANUARI 20r1



PENIYELENGGARAAN ruCAS UMUM PEMERINTAIIAN

BIDANG IDEOLOGI ruTA}IANAN DAN WAWASAN K-EBANGSAAN

TAHUN 2019

A Plogram Pengcr!&aryan Wawalan Kebsntlarn Ke$atan

I. hninSlatan Rasa Solllaritas drn ftatan Sosial Dikalnngian masyaratat

l. Latar Belakang

Forum Pembauran KebanSsaan disilgkat EPK berdasarkan Perat:urar. Menteri Dalam

Negeri Nomor 34 Tahun ZOOG tentang Pedornan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di

daerah adalah wadah furforrnasi, komunikasi, konsultasi. dalt kerjasarna antara

wargamasyarakat yarrg diarahkan unfuk menumbuhkan, mema:rtapkan, memelihara dan

mengembangkau pembauran kebarrgsaan.

Pembfuraan lrmbauran KebanSsaan dalah rpaya yang dilakukan oleh pemerintah

bersarna dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yatlg kondusif

yaug rnemunglih*an adanya perubahan sikap agar nrenerinu kemajemukan nusyarakat

dalam wadah Negara Kesatuan Republik hdonesia (NKRI).

Untuk FPK kabupaten/kota sebagaimana dimalisud dalarn Paszl 6 ayat (1) mempunyai

tugas, di antaranya menjaring aspirasi masyarakat di bidalg pembauran kebangsaan,

menyelenggarakal forum dialqg dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan,

pmrka adat, suku. dan masyarakal, menyelerrggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan

dengan pembauran kebalgsaan dan merumuskarr rekomendasi kepada

bupati/walikota sebagat bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penrbauran

kebangsaan.

Forum Pernbauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten KotawarinSin Barat yanS selama hri

diketuai Oleh Pangeran Muasjidnsyah tnempurtyai misi yanS cukup mulia dalam

meliaksanakan tugas-tu8asrlya. Karena kita sadari konflik-konflik horizontal dan fefiilial itu

muncul. sehingga forum ini bisa nusuk kedalanr konflik dimaksud untuk memberikan

perryadaran terhadap para pihak.

Konflik yanS terkadarrg rnuncul. terkait prsoalan aSalnl. yatg t:td^k jaraIU lnelibatkan

rnassa. Karena itu. keberadaan forum ini dilurapkan memberikan penyadaran kepada

rnasyarakat.

lrDoral Penyelenggaman pemenilal Daeran (upll) Ialun 2019
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Keberadaan Forum Pembauran Kebargsaan inilah fungsirrya lxncegahan dini untuk

nrenrinimalisir terjadinya konflik-konflik hofiza nlal nuupurr fertikal dimaksud- Intinya,

tugas forum iui sangat mulia cegah ancaman disintegrasi bangsa.

Pangeran lrluasjidinsyah mengatakall. bahwa organisasi yang bemaung di bawah

Kesbarrglrcl ini terdiri dari berbagai uruur rnasyarakat. ehris dan organisasi yang lainnya

bergerak di bidang, sosial utamanya melaksanatan pernbinaan dan lrcmalmmarl tentang

wawasan kebangsaan. nilai-nilai luhur Pancasila dan NKRI kepada masyarakat.

Dasar Hutum Felaksanaan

Undarrg -- Uudang Nomor , 27 Tahrn 1959 Tentarrg Penetapan Undarg-Undang

Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentarg Pemberlfukan Daerah Tingkat II di Kalimantall

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undarg-

Undarrg (Lembaran Negara Republik hrdonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 182O);

Undarg - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentarg Hak Azasi A,tanusia (Lembaran

Negara Republik Indo esia Talrun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Repulik irrdorresia Nonror 3886) ;

Undarrg - Undall8 Nonor 17 Tahun 2013 tentarE Organisasi Kenusyarakatan

(Lembaran Ne3ara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tzunbahan Ianbaran

Negara Republik hrdonesia Nomor 5,130);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran

Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. sf,bagaintana felah diubah

Lrtrerapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

perubahan kedua atas Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentanS Pelnerirltall

Daerah (Lembalan Negara Repulik lndonesia Tahun 2015 ntenjadi Undang-Undang

Nonror 58. TambahanLenrbaran Negara Republik Indotresia Nomor 5679);

Peraturan Bersma r\lenteri Agama dan i\lenteri Dalam Negeri Nornor, 8 Tahun 2006

dan Nornor 9 Tahun 2Oo6 tentang pedornan pelaksaan tutas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dalam pmelilmraan Kemkunan Umat B€ra8ama, Pemberdayaan forum

Kerukunan Unraf Beragarna dan Pendirian Rumah lbadat

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentaltg Perubahan

atas Perafurarl Grrbenrur Norrror 6 Tahun 2007 tentallg PedonEn Petnbenfukan Fotum

I

2

.1

5

6

l"aDoran Penyelenggaman pememlah Daelan 0pPIl) TaIu 2019



7

8

9

Kerukunan Umat Beragama Propirrsi darr Kalrupaten / Kota di Propinsi Kalimantan

Telgah.

Peraturan I\4enteri Dalam NeEeri Nomor 34 Tahun 2006 telltarB Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

Peraturan trlenteri Dalanr Negeri Nomor 8O Tahurr 20 15 tentang pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotaawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

lrlnhntukall darl Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

(lembaran Daerah lkbupaten Kotawarirrgin Barat Tahun 2O16 Nomor 6. Tambahan

Lembararr Daerall Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

Peraturan Bupati Kotawafittgin Barat Nomor 72 Talun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok darr Fungsi Badan Kesatuan Bagsa dan Politik

(Berita Daerah Kabupaferl Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

Keputusarr Bupati Kofawaringtur Barat Norror , 9OOll6lIllDYA-SKPDl2Ol9 Tanggal 01

Jantari 2019 Tentang Pengesahan Dokurnen Pelaksaan Anggaran DPA-SI?D Badan

Kesafuan Bangsa dan Politik IGbupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2O 19.

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat glolO2llllDPPA-SKPD/2o18 Tanggal 3oAgustus

2Ol9 Tentarg Dokumen Perrgesahan Dokumen Perubahan Pelaksaan Anggaran DPPA-

SKPD Barlan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawarilrgin Barat Tahun

allggrall 2019.

lo

II

12

2. Matsud drn Tujuan

Irlaksud dan Tujuan Dibentukrya FPK di Kabupaten KotawarinSin Barat adalah Krla

berharap kasus konflik etnis dan suku yang penmh terjadi seperti kasus Sampit pada tahurr

2001 tidak terjadi lagi di lndonesia. Apalagi Kotawaringin Barat adalah kota yang tingkat

kemajemukan dan kebhinekaamya sallgat tinSgi, semua etnis dan suku ada di Kabupaten

Kotawaringin Barat. Diharapkan nanti setelah terbentuk FPK Kotawarugin Barat etnis dan

suku di Kabupaten KotawarillSin Barat semakin terjaga solid dan FPK melljadi perekat

selunrlr etnis darr suku yang ada di Kabupaten Kotawariryin Barat sel nSga tidak terjadi

korrflik darr Kabupaten Kotawaringin Barat nlenjadi kota yanS am t7. dalnai dan telttram

dalam Kerangka NI(RL

Iaruran PenyelergEaman pemeililatr Daelan opp[) Ianun 2019



Dibentuknya FKUB di Kabupaten Kotawaringin Barat ad,alah Kita berharap kasus

konflik Agama yang pnrah terjadi selrerti kasus Alnbon pada tahun 2001 tidak terjadi lagi di

Indonesia. Apalagi kota Warintill Barat adalah kota yalg tingkat kenqiemukan dan

kebl, inekaanrrya s4ngat tingSi, s€mua ehlis dan suku dan Agama ada di Kabupaten

Kotawarirgin Barat. Diharapkan nanti setelah terbentuk FKUB Kotawaringin Barat Tahun

20"17 S^mpai Talun 2022 di Kalnrpaten Kotawaringin Barat semakin terjada dan solid

sehinrgga FKUB nrenjadi lrerekat selumll Agama dan Aliran Kepercayaan yang ada di

Kabupaten KotawarinSin Barat sehingga tidak terjadi konflik dan Kabupaten Kotawaringirr

Barat mer{adi kota yarrg arnan. darrrai dan tentran dalarn Kerangka NKRI.

I\,taksud dan tujuarr dilaksanakannya prqgram Pengembarrgarr Wa\Masan Kebangsaarr

adalah mencegah terjadinya konflik yar6 bernuansa SARA dan mewujudkan situasi dan

kondisi yang kondusif di masyarakat. Program Pengernbangan Wawasan Kebangsaan

dilaksar.rakan oleh Bidarg Bina Ideologi. Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa,

besarnya anggarrur Rp.494.090.10O,- terealisasi *p.437 .141.349,- alan *besr 88,47%

dengan kegiatan sebagai berikut,

1) Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan lkatan social dikalangan masyarakat dengan

Sub Kegiatan Forunr Penrbauran Kebangsaan (FPK) delBan anSSaran sebeszrr

Rp. 2O 1.96 5.0O0, - dan terealisasi Rp.2OO.37 8.355,- atau srbesar 99,2 10,6.

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah menunjang toleransi dan kerukunatr

climasyarakat di Ikbupaten Kotawaringin Barat.

b. Kegiaian ini dilaksanakan pada triwulan I s.d IV Tahun Anggaran 2OI9 dengan

terlaksananya forum pembauratr kebarrgsaan.

c. Hasil dari kegiatan irri adalah meningtatnya rasa solidaritas, salittg mer.rglrormati,

mejaga kerukunanan dan ikatan sosial dikalangan rnasyarakat.

IaDoran peny0lenEgaraan pem0ilnta[ DaeIaI0Pp0) Iamn 2019



KeEiatan Fenirykatan Kesadaran masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

1. Latur Belaka4g

Ikrar sumpah pemuda memiliki latar belakang yang cukup panjang, dimulai dari

pertenruan antar organisasi yang diadakan pada tahun 1920 sarnpai akhirnya tercetuslah

ikrar sumpah penruda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada prtemuan antar organimsi

tahun 1920 tidak menglmsilkan solusi dilarenakan masih batryali perbedaan landasan

pemikiran.

Sebelurn terlahimya sumpah pemuda, para pejuary kita telah berundirg cukup lama

da rnengadakan pertemwul berkali-kali untuk mencapai titik temu yang tepat untuk

mempersafu kan rakyat Indonesia.

Rapat pefama yaitu, Kongres Pernuda I dilakukan pad^ t^nggal 30 April 1926 sampai

t^ngg^l Z r\1ei 1926. dan dilakukan di Jakarta dan diketuai oleh A{uhanunad Tabrani. Hasil

dari kortgres ini menglmsilkan runlus:lrl dasar-dasat pemikiran lrrsama. Bunyi dari

runusan tersebut yaifu,

i Kemerdekaan lndonesia nrerupakan cita-cita bersama seluruh pentuda di

lndonesia.

,- Se.luruh organisasi kepernudaan br-tt.rjuan unfuk rnenggalanS tesatuan

Setelah Konsres Pemuda I dilaksanakan. tidak lama kemudian diadakan kembali

Kongres Penruda yang dilaksanakan pada tangEal 28 Oktober 1928 sarnpai 28 Oktober

1928.Korgres Pemuda ll ini dilaliukan 3 sesi di tenlpat yaI18 berbeda-beda olelt pat'a

grernuda-pemudi Indonesia yang terhirnpun oleh orSailisasi pelajar. Organisasi tersebut

bemarna Perhirnpunan Pelajar-pela.1ar lndonesia atau yang dikenal dengan PPPI. Atas ilrisiatif

para pemuda lndonesia yang terhimpun menjadi PPPI. kongres dilakukat 3 kali clan di 3

tempat yanS berbeda.Ternpat tersebut yaitu Gedung Katholieke Jolgenlfurgen Bond (KJB),

fuun8 Oost--Java Biosr.op, dan Gdung Indorresische Clubhrris atnu Clubgebuw.

Rapat pertama Kongres Pemuda lI dilakukan di Gedung Kalholieke Jongenlitrgerr Bond

(KJB). Waterlooplein yang sekarang trtenjadi Laparrgan Banteng, pada hari sabtu, 27 Oktober

1928. Pada pertemuan tersebut dihar^pkat dapat men4rrkuat semall3at para lremuda untuk

nreqiujung lrrsatuan. Pada rapal pertama, terdapat hasil pembahasan yan3 menjelaskatt

I.
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adanya 5 faktor yarg berpengaruh dalam memlrrkuat per&1tuan htdonesia. Ke lima faktor

tersebut nlerupakan hasil dari IUuchamrnad Yamitr yanS me4jelaskan tentarB arti dari

hubunSan persatuan derrgarr para pernuda. 5 faltor hasil prnbahasan tersebut yaitu, sejarall,

bahasa, hukum adat, perdidikan dan kemauan.

Sumpalt Pemuda adalah bentuk Fngakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang

menjurljunS besar persatuan dan kesatuan Bargsa Indorresia.Sumpah Pernuda merupakan

tolggak penting dalam sejarah kemerdekaan NeSara lndonesia. lkrar Sumpah Pernuda

dianggap sebagai kristalisasi semangatnya cita-cita neSara ini.Hari Sumpah Pemuda yang di

nraksud yaitu hari dinrana keputusan dati 2 h^ri bertumt-turut rnengadakarr kongres yarrg

kedua kali ya di Batavia Jakarta yang bertepatan dengan t^rw l27 - 28 Oktober 1928.

Keputusan tersebut menjadi ketegasarr akan Indonesia yarg nremiliki cita-cita menjadi 'tanah

air lrrdorresia. Bangsa lndonesia, dan Bahasa hrdonesia'. Asas tersebut juSa nlerfadi asas

untuk setiap perkumpulan kebangsaan lndonesia. Dan supaya disiarkan dalam segala surat

kabar &n dibacakan di depan rapat setiap perkumpulatr.

Peristiwa Srunpah Pemuda yang dulu ditulis dengan Soempah Pemoeda. adalah

pengakuan pernuda-pmudi Bangsa hrdonesia yant bersatu dan rnegikrarkan satu tanah air.

satu bargsa, dan satu balmsa.Peristiwa tersebut dibacakut pad^ tatggal 28 Oktober

1928.Yang rnana pada tangSal terselrut hasil kepufusan rap^t dati pemuda-pemudi

Irrdorresia yarg rn anabiasa kita sebut dengan hasil Korgres Pemuda II menjadi suatu momen

yang sanSat berharga dan sarnpai saat ini tar188al tersebut rnenjadi tanggal hari sutnpah

pmuda yarg rlalu diperingati setiap tahunnya.

Jadi. sebagai rakyat Indonesia. kita haru menghar3ai dan ikut memperiugati hai

sumpah penruda yang dibacakan pad,a taurq€,al 28 Oktober 1928. Adapun isi dari teks

sumpah pnnuda tersebut adalah,

Pertama

.KAMI FOETf,A DAN POLTRI INDONESIA MENGAKOE BRTOf,IVTPAH DARAH JANG

SATOE TANAH AIN. INDONESIA'

Kedua

.KAMI FOETRA DAN rcEITI INDONESIA MENG{OE BERBANGSA JANG SATOL

BANGSA INDONESIA'

Ketiga

.XAMI FOEITA DAN POE'If,I INDONESIA MENDJOEI{DJOH{G BA}IASA MSATr)FAN,

BA}IASA INDONFSIA'



2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Keputusan Bupati Kotawarhrgin Barat Nomor, 9OO/16/IVDPA-SPKD/2O1 9 tanggal 01

Januari 2019 tentang Pertgesalmr Dokumen Pelaksanaan AnEgaran DPA-SKPD

Badan Kesatuan Bargsa dan Politik Kabupaten Kotawaringfu Barat Tahun Anggaran

2019;

Keprtusan Bupati Kotawaringful Barat Nonlor, 9IO/02I[I/DPPA-SPKD/2O 19 tanggal 30

A8 sfus 2019 tentanS Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-

SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

Ang$ar,,12019.

Matsud dan T\rjuan

r\laksud dan Tujuan diadakannya UWcaru Hari Sumpah Pemuda dan lkrar Bersanm

anakan Bangsa Adalah agar Nlasyarakat burni tambun bungai. bumi pancasila Provinsi

kalimantan Tengah pada Khususnya dan Umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bersumpah Kembali dengan safu tarikan napas bertekat kami berikrar melestarikan nilai

Iuhur patcasila, senantiasa menjadi insan yang berlakwa kepada tuhan yang maha Esa.

'A{er{unjung tiItggi marlabat kemanusiaan yan9 berad^b, memelillara dan menjaga

keberagaman, persatuan dan kesatuan". "A{engedepankar akal, musyawarah dan mufakat

serta serta menjunjung tirrcgi keadilan sosial bagi kesejahteraan l'akyat ulltuk rnenuju

Kalteng Berkah dalam Bingkai Negara Kesatuan Rebublik lndonesia,'

Kegiatan Penirrgkatan Kesadaran I\lasyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

dengan sub kegiatan terlaksanallya k€iatan Seminar Peristiwa Perjuangan 14 Januari Kumai

dan kegiatan lkrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dengan arrggaran sebesar

Rp.29 2. 1 2 5.OOO,- dan terealisasi Rp. 2 3 6. 7 62.99 4, - atau vbesar 8 7.O 5%.

a. rMaksud dan tujuan kegiatau adalah untuk menurljang penSernbanSan wawasan

kebalrgsaan dan kesadaran akan nilai-nilai luhur buday^bangsa.

b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I dan IV Tahun Anggaran 2Ol9 dengan

terlaksananya kegiatan perinSatan peristiwa perjuangan 74 Januai 1946 Kumai dan

Ikrar Bersarna Anak Bangsa (IKBAB) pada Hari Sunlpall Pemuda ke 91 di kab.

Lamandau.

c. Hasil dari k€iatan ini ad,alah merringkahrya wawasan kebattgsaan masyarakat

tenrtama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa

.I
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* knnasalahan

Prcgram Pengembarrgan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut,

Peningkatan Kesadarzur A,lasyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dengan

pagu kegiatan sebesar Rp.292.125.OO0,- r€alisasi keuantan sampai derrgan SI Desember

20I9 s€besar Rp.236.762.994,- atau dengan lxrsentase sebesar 81,05%. Rerrdahrya serapan

alrggaran disebabkan pada lr'br-rupa lop'lania pedq kegiatatl ini realisasinya rnasih dibawah

targel dan jlga a4q belanja yang tidak direalisasikan/dilaksanakan, antara lain,

a B€lanja kararrgarr bunSa Kegiatan Pedstiwa Tabur Burrga Renutrgan Suci di Taman

makarn Pal awan Perirgatan 17 dgustus pada KeSiatan tabur bunga 'tnj da dua

sumber penganggaran yaitu di Badan Kesbargpol dan Dinas Sosial dalam agenda

kegiatau yang sama, rnaka yang di realisasikan ad,alah sumber penganggaratr dari

Dirus Sosial baik fisik dan keuangannya , sedangkan kesbangpol ti&k direalisasikan

fisil(keuanganya.

b. Belanja Sewa A,leja dan Kursi dalam rzurgla Kegiatal HUT Kab.Ktw.Barat pad,a belanja

kegiatan ni ada dua sumber penganggaatl yaltu di Barlan Kesbargpol dan Dinas

Dikbud dalatn agenda kegiatan yr[rg sama. maka yang di realisasikan adalah surnber

penSangSaran dari Dinas Dikbud baik fisik dan keuangannya sedanglan kesbargpol

tidak direalisasikan fisik&euanganya

c. Belanja Sewa Tenda dalam rangla Kegiatan HUT lkb.Ktw.Barat pada klanja kegiatatt

ini ada dua sumber pellganggaran yaitu di Badan Kesbangpol dan Dinas Dikbud dalam

agenda kegialan yang sama nlaka yang di realimsikan adalah sumber penSanSgaran

dari Dinas Dikbud baik f isik dar keuanganrrya. sedarrgkan kesbargpl tidak

direalisasikan fisik/keuangallya

d. Belanja Sewa GedulB/Kantor/Tempat u tuk kegiatan lkrar Bersama Anak Bangsa, pada

belanja ini harrya teralisasi 37,500,6 hal ini dirbabkan kegiatan lkrar Bersarma Anali

Bangsa yang dilaksanakan oleh Kab.lamandau untuk penginaparr peserta yang semula

dianggarkan unhrk sewa Hotel akan tetapi direalisasikan hanya untuk perginapan

yang sederhana, dikarenakan masih m rimnya Hotel/losmen yang rnemadai sebagai

tempat penSinapan pes€rta IKBAB.

I,aporan peny0le[EEaman pemeriilan Daelan [ppD) Ialun 2019



Belanja Perjalanan Dlnas Luar Kota (Sewa Bus untuk Peserta kegiatan IISAB), pada

belanja ini hanya teralisasi 55.81% hal ini disebabkan Biaya transportasi Peserta IKBAB

menuju Kab.Lamand4u yar18 selurusnya dalarn pengrurggaran menggunakarl Bus akan

tetapi hanya menggunakan mobiltar travel yang mana ImrSa tiket nrcnyesuaikan harga

pasaran/lebilt murah.

* Solusi

Untuk lrrmasalalun lrrtamasolusi penyebab permasalahan pada poin I (axb)(c)

yaitu lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain sebagai mitra kerja Badan

Kesbarrglrol dan j1uga pada prencanaarr dan lxnganggaran Tahun 2O2O lidak lagi

diarrggarkan untuk Ixlanja tersebut, sedanSkarr untuk solusi yrnyebab pe.rmaslahanpada

pil I (d) dan (e) yaitu lebih rneningkatkar*oordinasi derganlkbupatenpnyelenggara

kegiafan IKBAB agar tidak lagi terjadi permasalahall yr tg sama dan perencanaan biaya

transportasi Peserta IKBAB di tahun 2O2O tidak lagi menggunakan sewa Bus akan tetapi di

alil*an ke sewa rnobil.

e
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BIDANG PENANGANAN KONTLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN NASIONAL

TAHUN 2019

A PROGRAM PEMXLIHARAAN KAMTRANTIBMASDANPENCEGA}IANTINDAKKRIMINAL

I. PE}.IINGKATAN XBJASAMA DEYGAN APAf,AT XEAMANAN DAI.AM TXNIK PEYCDGAHAN

qJATIATAN

1. I,ATAR. BELAKANG

Secara dernografu kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk

yanS berternpat tinggal tetap sebanyak+295.349 jiwa (Sumber , Buku Badan Pusat Statistik

Kab. Kobar' "Kotawarirgin Barat dalam Anglia 20f6 ') dengan keberagantan suku, agarna, ras

darr golottgan (SARA). Sedar18kan secara geqErafis wilayah Kalmpaten Kotawaringin Barat

memiliki luas wilayah sebemr 10.759 knlr. Luas wilayah tersebnt diatas lrrbatasan dengan

sebelah utara dengan Kabupaten Lannandau. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaterr

Setuyan. sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dergarl

Kabupaten Lamandau dan Sukarnara. Kondisi demqgrafis terse lrut nEnyimpan lrctensi

konflik sosial, disintegrasi berlaiar belakarg SARA, gangguan keamanan keterrtraman darl

ketertiban masyarakat.

Perryelenggaraarr urusan Kesatwu Ban5sa dar Politik Dalarn Negeri memiliki tujuan

rnelljaga kerrfuhan bangsa, mernprtahankan persafuan darl kesafuan banSsa. memperkokoh

NKRI. nrenilgkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancamanr

keamanan. ketelltranran dan ketertrban. Penyelenggaraam Urusan Kesafuan Bangsa dan

Politik Dalanr Negeri rnemiliki peran dalam merurnuskan dan melaksanakan kebijakan di

bidang pngembangan nilai-nilai kebangsruul, penanganan konflik sosial. fasilitasi oryanisasi

politik ddl kenusyarakalarr, partisipasi politik, pendidikan politik, perrgernbartgar budaya

1rclitik, membina keamanan keterrhamall dan ketertiban masyarakat.

Akhinrya muara dari pnyelenggaraan urusan Kesatuarl Balrgsa dan Politik Dalam

Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjamimya keamanan ketenlraman dan ketertiban

masyarakat. Stabilitas sosial pol-itik a<lalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang

sosial politik seltnggapemerintahan bisa berjalan derrgan baik, rnasyarakat bisa melakukan

alfivitasnya dengan baik, dan ptogram-proSranl serta kebijakan pernerintah bisa

dilaksarrakan secara optimal. Sedangkan kearnanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

l"aDoran Peny0lengEaraan pemeilnla[ Daeran oppD) Iamn 2019



adalah suatrr kondisi dinamis masyarakat sebagai salah safu prasyarat terselenggaranya

proses pembarrgunan nasional dalarn rangka tercapainya tujuan rrasional yang ditandai oleh

terjaminnya keamanan, kefertiban dan tegakrya hukum, serta terbinanya ketentraman yarrg

mengandung kemarnpuan membirra serta nrengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalarn menallSkal. mencegah. menanggulangi segala lxntuk lrclanggaran hukum

dan benfuk-benfuk gargguan lairurya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. DASAR HUKUM Pf,LAKSANAAN

Undang-UIdar6 Nonror 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Damrat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tirgkat ll di Kalimarrtan

(Lembaran NeSara Republik Indorresia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undarrg-Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 27), Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor l82O;

Undarg-Undang Nornor 9 Tahrn 1992 tentaug Keimigrasian (kmbaran Negara

Tahurr 1992 Nornor 33. Tambalun lenlbaran Negara Nornor 3474);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 terrtang lntelijen NeSara (Lenbararr Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tanrbahan Lenlbaran Negara Republik

Indonesia Nornor 5249);

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentallS Pemerintaharr Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5587) seb4Saimafla telah diubah beberapa kali terakhir

derlgan Undang-Undarg Nonror 9 Tahun 2015 terrtang Perubahan Kedua Atas

Undarg-Undarrg Nomor 23 Tahun 2014 tentanS Pemerintahan Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambaharr Lembaran Negara

Regublik Indonesia Nornor 5679);

Undarrg-Undang Nomor 7 T^hutl 2012 tentang Penanganalr Konflik Sosial (Lembaran

Negara Republik lndonesia Talun 2012 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 531 5);

Peraturan Pemerhltah Nornor 2 Tahun 2015 tentanS Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undarrg Nornor 7 Tahun 2072 tentang Penangalran Konflik Sosial (L.mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tarnbahan lrtubaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5658);

1
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8.

Pefahrran Pemerintah Nornor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan ll$tansi

Yertikal di Daerah (bmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9E8 Nomor 10.

Tambalun Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturarl Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordirusi lntelijen Negara

(Lelnbaran NeSara Repubtik lndonesia Tahun 201 3 Nomor I 7l );

Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pemantauan Orang AsinA dan Organisasi r\lasyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 455);

Peraturan ,Nlenteri Dalam NeSeri Nomor 12 Tahun 2OO6 tentang Kewaspadaan Dini

r\ lasyarakat di Daeralt;

Peraturan ]Uenteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedornarr

Pelnarrtauan TeluSa Kerja Asing Di Daeralr (Berita Negara Republik hrdorresia Tahun

201O Nomor 456);

Peraturan lUenteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 201I tentanS Perubahan Atas

Peraturan lllenteri Dalam NeSeri Nolnor 11 Tahun 2006 tentang Konunitas lntelejen

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1 1 Nomor 2l 1);

Perafuran A,lenteri Dalarn Negeri Nomor 6l TahuI 20II tenta S Pedoman

Penuntauarl, Pelaporau dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentarg Pelaksanaaan

Koordinasi Pellanganan Konflik Sosial (Berita NeSara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 506);

Perafuran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Notnor 06 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor lO Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun AngSaran 2018 (Berita Daerah

Kabupaten Kotawarirrgin Barat Tallull 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 73);

Peraturan Bupati KotawarinSin Barat Nonrcr 72 Tall:ulr. 2016 tentang Kedudukan,

Susunarr Organisasi. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Berita Daerah IGbupaten Kotawaringin Barat Tahurr 2016 Nomor 72);

l0
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18. Keputusarl Bupati Kotawariruin Barat Nomor, 3o0/2olKesb^ng.llla}T6tanggal 29

Januari 2Ol6tentang Pembentukan Forurn Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), darr

Dewan Penaselut Forum Kewaspadaan Dini N,lasyarakat Kabupaten Kotawaringin

Bat^l;

19. Keputusan Bupati Kotawarirgin Barat Nomor, 19 Tahun 201 8 talggal 7 Februari 2018

tentang Pembentukan Komunitas lntelljen Daerah (KOI\IINDA) Kabupaten

Kotawaringin Baraf Tahun 2018;

20. Keputusan Bupafi Kotawariflgin Barat Nomor, 20 Tahurr zO'lE tanggal T rf'bruati ZO18

tentang Pembentukan Tirn Terpadu Penarlganan Konflik Sosial Kabupaterr

KotawarinSin Barat Tahun 2O I 8;

21. Keputusan Bupati Kotawaringfur Barat Nomor, 2'l Tal'rrun 201 8 tanggal 7 Februari 201,8

tentarrg Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing. Non

Goverrunent Organization (NC.O) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaritgin Barat

Tahun 2018;

22. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor, 90O/16/IVDPA-SPKDI2O19 tan&gal 01

lanuari 2079 tentanS Pengesahan Dokumerr Pelaksanaan AnSSaran DPA-SKPD Badan

Kesatuall BanSM dall Politik Kabupaten Kotawarhrgin Barat Tahurr Arrggaran 201 9;

23. Keputusan Bupati Kotawarirgin Barat Nomor, 910/02|IVDPPA-SPKD/2O19 tanggal 30

Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksaruan Perubaharr Anggaran DPPA-

SKPD Badan Kesafuan Bangsa dan Politik Ikbupaten Kota\varfuBin Barat Tallun

AngSaran 2019.

3. MATSI,JD DAN TTTUAN

l\{aksud darr fujuan dilaksanakannya pr€rnm Pemeliharaan Kamtrantibtnas dart

Perrcegahan Tindak fuilninal adalah menjaga dan memelihara situasi keamanan yang

kondusif dan kewaspadaan dini rnasyarakat serta Pencegahan adanya Potensi Konflik Sosial.

Progranr Pemeliharaan Kalntranfibrnas dan PenceSahdl Tindak Kriminal dilaksanakan

oleh Bidarg Perranganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sepanjarg Taltun 2019 secara

berkala dengan kegiatan sebagai berikut ,

t ) Kegiatan Peningkatarr Kerjasama Dengan Aparat Kearnanart Dalam Tekr,ik Pencegahatt

Kejahatan.
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KeSiatan Peningkatan Kerjasanla Dengan Aparat Keamarran Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan dengan pagu ansEarall rbesar Rp.402.550.000,- dan

terealisasi Rp.387.O72.4OO,- atau sebesar 96,16%.Irlaksud dan tujuan kegiatan ini

adalah terwujudnya situasi daerah yalg kondusif dalamlrnyelerrggaraan

pemerLrtahan.

a Kegiatan ini dilaksanakan rnulai triwulan I, ll. Itl dan IV Tahun tuiggaran 2O19

derrgan melakukan Paholi Cipta Kondisi di Wilayah Kabupaten Kotawaringill

Barat denSall melibatkan pihak kemarranan/instansi vertikal yaitu Polres Kobar.

Kodim lOI4/Pbn, Lanud lskandar P.Bun, Sub Denporn XII/2-2 P.Bun.

b. Sub Kegiatan hri juga melaksanakan Pernantauan Kegiatan Orarrg Asing, fon

Crtvernnrcnt Orgattization (NGO) dan lrmbaga Asing KabupatenKotawaringhr

Barat Tahun2ol9 di 3 (ti8a) Kecamatarr dimana terdapat Perusahaan yang

mempekerjakan Tenaga Kerja AsiB yaiftl Kecanmtan Arut Utara, Kecamatan

Pangkalarr Lada dan Kecamatan Kurnai dengan lnelibatkan unsur dari Kantor

lmigrasi Kelas II TPI Sampit, Polres Kobar. Kodirn 1O14/Pbn, Lamtd lskandar

P.Bun, BIN. Satgas BAIS TM, Dinas Nakertrans Propinsi dan Kabupatell.

c. Dalarn kegiatan ri juga membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pernerfurtah Daerah

dan Forum Kewaspadaan Dini N{asyarakat (FKDI.I) KabupatenKotawaril.tsin

Barat Tahun2019 dalam ran2la untuk memberikart rnasukan kepada Pimpinan

Daerah terhadap sifuasi dan kondisi daerah terutanu menyaugkut kernatranan

dan ketertilmn masyarakat. Keanggotan Tirn Kewaspadaan Dini Pemerintah

Daerah terdiri dari beberapa SOPD di Kalrupaten KotawarinSin Barat rdanglian

Forum Kewaspadaan DLt i\'lasyarakat (FKDNI) KabupatenKotawarin8in Barat

terdiri dari Tokoh Nlasyarakat, Wartawarl dan Perwakilan Ortrtas yang ada di

Kabupaten Kotawarfurgitt Barat.

d. Hasil dari kegiatan irri adalah meningkatnya kekondusifan Daerah disegala

bidag di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan yang

diharapkan.
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4. KOORDINASI DENGAN INSTAIISI VERIIKAL DI DAHAH

1. Kebllakan Dan Kegiatan

a. Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial Katmpaten Kotawaringin Barat

b. Pembentukan Tim Pemantauan Orant Asing, Non Covernrnent Organization (NGO)

dan Lembaga Asing l(abupaten Kotawaringin Barat

c. Pembentukan Forurn Kewaspadaan Dini i\lasyarakat (FKDI\,I) Kabupaten

Kotawaringin Barat

2. Realisasi PelaksanaanKqiatan

InstamsiYertikal Yarufef,libat

Adapun instansi vertikal yarrg terlibat ,

1) Tim Penanganan Konflik Sosial KabupatenKotawaringin Barat

a) Polres Kobar

b) Kodim lol4/Pbn

c) Kejaksaan Negeri Kotawarirrgin Barat

d) Lanud Iskalldar Pangkalan Bun

e) BIN Kobar

f) Sub Denpom Xlllz-zPang(alanBun

8) Badal Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat

2) Tim Pemantauan Orang Asirg, Non Government Organization (NGO) dan

Len$aga Asing Kabupaten Kotawar[Bitr Barat,

a) hnigrasi Kelas II TPI Sampit

b) Polres Kobar

c) Kodim lol4/Pbn

d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun

e) BIN Kobar

f) Satgas BAIS TNI

B) UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Kobar

h) Balai Taman Nasional Tanjurg Putirg Kab. Kobar

3) Pembentukan Forunt Kewaspadaan Dini I\{asyarakat (FKDM) Kabupaten

Kotawaringin Barat,

a) Polres Kobar

b) Kodim 70l4ltun

c) Kejaksaan NeSeri Kotawarirrgin Barat

d) lanud lskandar Panglalan Bun

e) BIN Kobar

Q Satgas BAIS TM

a.
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tr. Feflcegrftrn Drn hn rganarr Konflik Sooid

1 latar BeLkant

Bahwa dalam rangka melaksanakarr ketentuan Undang-Undarg Nomor 7 Tahun 2012

tenlant PeilanSanan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nontor 2 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahtn 2O1? tentang Penatlganan Konflik

Sosial dan Peraturarr l\{enteri Dalam Negeri RI Nomor ,12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan

Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

2. Dasgt Hukum Pelaksanaan

Undang-Undarrg Nomor 27 Tahun 1959 tentarrS Pe elapan UndarB-UndanS Darurat

Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
.1953 

Nomor 9) sebagai Undarg-Undarrg

(Lernbaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Re.publit Indonesia Nomor 1820);

Urrdang-Undarg Nomor 7 Talrun 201,2 tentaflS Penanganan Konflik Sosial (Lembaran

Negara Republik hrdonesia Tahun 2O12 Nomor 116, Tarnbahan Lenrbaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5315) ;

Undang-U dang Nornor 23 Tahun 2014tentang Pemeri tahan Daerah (Lernbaran

Negara Rep,ublik hrdonesia Tahun 20.14 Nomor 244. Tarnbahan Lembaran Negara

Repnblik hrclonesia Nomor 5567) *bagainama telah diubah lxberapa kali terakhir'

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentanS Perubahan Kedua Atas

Ufldang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terfallg Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik hrdonesia Talrun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20.15 tertang Peraturan Pelalsanaan Undang-

UrrdarlS Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial(lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nontor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 565E);

Peraturan i\lenteri Dal,arn Negeri Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentarrg

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Korrflik Sosial (Berita NeSara Republik Indollesia

Tahun 2015 Nomor 506);

2
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6. Peraturan Daerah Kalrupaten Kotawariflgin Barat Nomor 6 Tahun 2016 terrtang

Pembenfukan dam Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

(Lembaran Daeral, Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tarnbahan

kmbaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol7 Tenlang Aflggaran dan Perldapatall Belanja

Daerah Tahun Anggar l2O18;

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tal]ju,,J. 2016 tentang Kedudukan.

Susunan Organisasi. TuSas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuarr Bangsa dan Politik

Kabupaten Kotawarirrgin Barat (Berita Daerah l(zbrpaten Kotawaringin Barat Tahurr

2016 Nomor 72);

9- Petaturatl Bupati Kotawarrltg;n BNat NonDr 33 Tahun 20"17 Tentang Penjabarun

Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 20 18.

I0. Keputusan Bupati KotawarinSin Barat Nomor, 900/16/IVDPA- SPKDi 2O19 tangSal 01

latrlrari 2O19 tentang PenSesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik lGbupaten Kotawarir.rgin Barat Tahun fuigSaran 2019;

1 1. KeputuMn Bupati Kotawaringin Barat Nomor ,9lOlO2llllDPPA-SPKD/2O19 tanggal 30

Agustus 2O19 telrtan8 Pengesalmn Dokumen Pelaksanaan Perubahan AngSaranDPPA-

SKPD Badan Kesatual Bangsa dan Politik lr.abupaten KotawarinSin Barat

TahunAnggarall 201 9.

Matsud dan Tbjuan

Matsud.

N.taksud Dibentuknya Tirn Penanganan Konflik Sosial Terpadu Kabupaten

Kotawaringir Barat Tahun 2O1E Adalah Urrtuk rnelaksanakan ketentuan Undang-Undarg

Nonor 7 Tahun 2012 terltang PenanSatran Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah Nornor 2

Tahun 2015 tentanS Perafuran Pelaksanaam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O12 tentang

PenanSanan Konflik Sosial dan Peraturan .N'lenteri Dalarn Negeri Rt Nolnor 42 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Koordirmsi Penangarran Konflik Sosial yang bedujuan Untuk

It,teminimalisasi Atau Pencetahan Potellsi Konflik Sosial. Mengehentikan Konflik dan

Pemulihan Pasca Konflik Dikalangan lUasyarakat dan Umumnya di Wilayah Kesatuan

Negara Republik Indonesia dan Khrcusfiya di Kabupaten Kotawaringtn Barut.
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Tt{uart,

a- I\'lerrciptakan kehidupau masy arakat yang alinur, tenteram, d.amai.

dan sejahtera;

b. Ivtemelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial

kemasyarakatatr;

c. I\leningkatkan tenggang rasa dan tolerarrsi dalarn kehidupan

bermasyarakat dan berilegarq

d. IUemelilmrakeberlatrgsunganfungsilxmerirrtahan;

e. N{elirdungi jiwa. harta bend a. srrta saratra dan prasaralm umum:

f. IUemberikan pelindungan dan pmenuhan hak korban; dan

g. J\{ernulihkan kondisi fisik dal mental masyarakat *rta sarana dau

przrsarana umum.

Kegiatan pencegahall dan Irnangan konflik sosial besamya anggaran

Rp.102.650.1OO.- dan terealisasi Rp.75.946.E43,- atau sebesar 73.99%.Maksud dan tujuan

kegiatan ini adalah r\{eminirnalisir darr Pencegahanpotensikonfliksosial. merrglrentikan

konflik dan pemulilmn para konflik dikalangan masyarakat dan urnunuya di wilayah

Negara Kesatuarl Republik Indonesia dankhususrrya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

a. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan l, II. III dan IV Tahun Anggaran 2019

deugan sub kegiatan melaksanakan Rapat Penyrrsunall Rencalu Aksi Terpadu, Rapat

Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganarr Konflik Sosial Tahun 2Ol9

danPelaporanRencana Aksi Target Bulan Januari s/d April (8.O4) Tahun 2019. Rapat

Evaluasi RAD-FKS B.O4 Sekafuus persiapall Pelaporan Target Bulan Mei s/d Agustus

(8.08), Pelaporan RAD-PKS Target Bularr 8.08 Tahun 2079 dan Rapat Evaluasi RAD-

PKS 8.08 Sekaligus persiapall Pelaporan Taryet Bulan September s/d Desember (8.12)

danPelaporan RAD-PKS Target B.12Tahrn 2019.

b. ltelaksanakan monitorhrg Potensi Konflik di 5 (lirlra) kecatrratan Kabupaten

Kotawariugiu Barat.

c. Hasil dari kegiatan mi adalah menciptakankehiduparunasyarakat yatrg harmonis,

aman, tenteram, damai. dalsejalltera
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6 Ermasalahan

Prqgrarn Pemeliharaan Kantramtibnms Dan Pencegahan Tindak Kriminal sebagai

berikut,

a. KeSiatan Pencegahan dan Perranganan Konflik Sosial dengan pagu anggaran sebesar

Rp. I 02-650.1 00,- clan terealisasi Rp.75.946.843,- atau 73,39ok. Rerrdalurya serapan

angSarall disebabkan parla belanja Honorariuln sesuai dengan DPA Perubahan yakni

sebesar Rp. .15.000.000,- dar1 Tenealisasi sebesar Rp. t9.25O.OOO,- (Yang dibayarkan

untuk h$tansi Verfikal setrrerti Pihak Polrcs Kobar, Kodim. Kejari. Kepala BPN. Kepala

Kantor Kemenag, Kapos BIN Dan Bupafi Kobar) s€nlelltara sisanya rbesar Rp.

25.75O.OOO,OO tidak bisa TerealisasVdibayarkan karena pnerima honor yakni PNS

PemdalPeni;ab hal ni d*arcnakan terbentur atau fldak sesuai dengan Petatutal

Bupati KotawarirlSin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilart Bagi

Pegawai Negeli Sipil Diltugturgan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

.:. Solusi

Untuk prmasalahan kedua,poiu 2 (a) solusi penyebab permasalahan karena tidak

terealisasi terkait beLanja honorarium terrbut maka akan dikembalikarr ke Kas Daerahdan di

informasikan pula bahwa untuk RKA Tahun 2O2O Belanja Horrorarium tersebut dianggarkan

hanya untuk Non PNS (Bupati) dan Honorarium PNS (lntansi \rertikal).
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BIDANG POLMK DAI.AM NECERJ TAHUN 2019

A PR,OGRAM PENDIDIKAN FOLMIKMA,SYARAKAT

1. LATAT, BH/,KANG

Undang-Undarg Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Uttum menjadi

perbirlcangall yang hangat, sebab dalam Undang-Undarrg ini nlengatur sistem Perniliharr

Utnurn Indonesia yang serentak. Artinya Pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan

bersamaan Ditegaskan dalaln UU fui bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan Asas

Langsung, Unrurn, Bebas. Rahasia, Jujur dan Adil. Dalarn Penyelenggaraall Pernilu,

penyelerrggara Pemilu harus rnelatsanakan Pernilu berdasarkan pada asas sebagaimruu

dimaksud, dan penyelerggaraarrnya harus mernenulti prinsip , mandiri, jujur, adil

berkepastian hukurn, tertib, terbuka. proposiollal, profesional. akuntabel. efuktif dan efisien.

Selain sistem Pernilunya yang serentak, Odang-Undarg Nomor 7 Tahun 2077 }uga

men8atur adarrya konsep Presidential Threshold.

Plesidential Threshold (PT) sendiri adalah anbangbatas untuk perrgajuan Presiden dan

Wakil Presiden. Ambarg batas syarat pelrcalonan Preside atau Presidential Threshold ini

adalah pengaturaa ambanS batas dukurrgan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan

suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat), yalrg harus diperoleh paratai politik peserta

Penrilu agar dapat mencalonkan Pr€siden dari Partai politik tersebut atau denSan gabunSan

partai politik jika tidak me capai prosentas€ tertentu sebagaimana yalrg telah diatur di dalarn

Urrdarrg-Undarg. hal ini sebagaim ana diatur dalanr pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2O17

Tentang Pemilihan Umum.

Perrerapan Presidenfial Threshold pada Penlilu 2079 yarg notaberre adalah Pemilu

sererrtak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimarla cata menerapkan Presidenfial

Threshold sernentara Pernilihan Umum dilaksanakan sererrtak pada tahun 2019? l,ogikarmya,

harusnya Perrilihan Umum dilakukan terpisah, yakni Pemilihan lrgislatif dahulu baru

kernudian lxmilihzur Urnurn Eksekufif dilakukan setelalulya. Hal ini agar dapat diketahui

partai nrana atau gabrngan partai rnana saja yang rnemenuhi syarat untuk mengajukan

calon Presiden dan Wakil Presiden,setelalr melilut perolehan kursi rrereka da parlemen. Jika

Pemilihan Umum Tahun 2Ql9 letap nrenggunakan abang batas atau Presidential Threshold,

rnaka komposisi perolelnn suara di parlernen yang nraru yang dignakan?Jika akan

rnerrggunakan hasil Pemilu 20-14. tetu prlu juga diperhatikan bahwa dalarn rentarlS waktu
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2014 hingga 2019, sangat mutrgkin terjadi prubahan komposisi dan peta politik partai-

partai politik yang ada l\laka menjadi diskusi yang hangat tentang terltang argumenlasi apa

yang dibzuBun ketika rnenggunakan hasil Pemilu 20 I4 untuk dipakai pada Pemilu 2O19.

Disamping itu juga. konsep Presidential Tlueshold yang akan dilaksanakauit pada

Pemilu 2019. tidak dapat disamakan dengan Presidential Threshold yallS akan dilakukan

pada Penrih 2014. Walau szuna-sama menggunakan kormep arnbang batas, namun Pemilu

2014 adalah yang terpisah antara legislatif dan eksekutif, sementara Pernilu 2019 adalah

Penrilu Serentali, sehirgga ada lxrbedaan konseptual dan tentu dalam keadaan yang 1ruga

berbeda.

Konsep arrrbang batas dalam Pemilu, digunakan oleh lndonesia setelah berkhir masa

Orde Barau, atau dfunasa Reformasi. An$ang batas diberlakukan dengan harapan nanrpu

menguatkan sistem Presidenial yang dianut oleh lndonesia Salah satu ambang batas yang

pertarna kali dilerapkan di Indonesia adalah saat Pemilu 1999, yakni Electoral Treshold (ET).

Ambar,g batas ini dimaknai sebagai syarat prolehan suara maupurl kursi bagi pafai untk

bisa ikut kernbali di Pemilu mendatarg. Hal ini tertuallg dalarn UU No. 3 Tahun 1999

Terrtarrg Pemilihan Umurn, Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999 rnenyatakan, Ufi* dapat

me.ng*uti Penilihan Ununr beril'utuya Pafiai Pofitik harus memiliki 2% (dua

petreratus) dari.hnnlah kursi DPR atau nentiliki ekurattg-kurzuqtya 3 % (tiga pet sernhs)

jumlah kursi DPW I dan DPRD II -vang tet*bar xkurang-kurat6nya di % (setengah) jumlah

prupittsi dan di % (etetgalt) jnnlah kabupaten/Kotamadya selunth ittdonesia lnrdasarkan

hasil Penilihan Umum.'

Aturan Electoral Threshol ini dijalarftan dengan tujuan untuk mengimbargi

antusiasme pendidirian partai politik, sehingga dari sinilah muncul berb4gai macam parpol

di irdonesia ketika ltu. P^d^ Pernilu 1999 tetd^p^t 48 pa ai pes€fa Pemilu, tentu ini sebagai

darnpak refornrasi yang merupakan pintu bagi pemenuharr hak berserikat dan be4rclitit.

Namun tetap jumlah Partai 48 ifu dianggap tidali rnemenuhi asas penSuatan sistem

Presideruiil di hdonesia.

Untuk nlemperk$ t tpaya penyederhanaan partai. setelah lrtrerapzxr Electoral

Threshold diberlaknkan arnbarg batas parlemen (Parliemenfaly Thtesold). Hal ini mengatur

syarat perolehan suara mininral bagi partai agar suarannya dapat dikonversikan dalam kursi

DPR- Hal ini tertuang dalam Pasal 202 UU No. 10 Tahun 2OO8 yang berbunyi sebagai

berikut,
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, " Paiai Politik Peserta Pemifu hants ntetnenahi anbalg batas prolehan s ara

*kurang-kuratrgnya 2,5% (dua koma lima ft&ratus) dari juntlalt suara sah *rara nasional

untuk diikutkan dalam penentuan prclehan kursi DPR-.'

Perrerapan konsep Prisidential pun dianggap xbagai upaya wrfuk rnenguatkau sistem

Presidential Threshold yanS dianut Indonesia, selain itu juga untuk rnelingkatkan kualitas

Capres dan Cawapres yang nrenjadi opsi pilihan dalam Pemilihan Urnurrr. Undang-undang

Nonror 7 Tahtn 2017 tenfang Pernilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pernilu

(Lernbararr Negara Republik htdonesia Talnn ?O77 Nomor 182), yalu juga mengatur

tentang Presidential Tlrreshold, telah disahkan dalarn rapat Paripurna DPR pada 21 Jnlt 2Ol7.

Undarrg-Urrdang (UU) Nomor 7 Tahurt ZO17 tentang Pernililun Urnum inipun telah

diundangkan pad.a tanggal, 1 6 Agustus 201 7 oleh Presiden Jokowi. UU tersebut nrerupakan

pnyerhanaan dan Perggatrungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelunurya, yakli UU

Nornor 42 Tahun 20O8 telrtanE Pilples, UU Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara

Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Setelah pngesahalr RUU ird pada sidanS Paripunra DPR. telah ada beberapa pihak

yang melgajukall uji materi atas UU Pemilu ini ke MK. salah satunya adalah Dewarr Pembina

Advokat \rinta Tarrah Air (ACTA). AcTAberargumen bahwa Pasal 222 UU Pem\lu y 
^trg

mersyarakatkan pa4rcl atau gabungarr parpol prgusung calorr Presiden dan Wakil Presiden

harus rnemiliki setidaknya 20 persen kursi di DPR atau 25 persell suara sah rrasional pada

Pemilu sebelumnya bertentangan derrgan pasal 4, pasal 6A. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)

UUD 1945. Ketentuan pada pasal ini dinilai mentpermudah Presiden tersandra oleh Par1rcl

dan nantinya berpotensi bagi-bagi jabatan kepada para politisi at^n Parpol grendudung.

Afurarr ini juga dia:rggap menyalahi lata cat^ Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

sebagairnana diatur dalam Pasal 64 UUD 1945.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Undang-Undang Nolnor'27 Tahun 1959 tentanS Pelletapan UndanS-Urldan8 Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undattg-Undang

(Lelnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 27). Tambahatr lrmbaratr

Negara Republik lndonesia Nomor 182O;
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3

Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelefiggara Pemilihan Umunr

(Lenlbarall Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1Ol. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5246):

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentant Pemerinfahan Daerah (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2074 Nonrcr 244, Tambahanlrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telalr diubah dengan Undang-Undang

Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Reprblik lndonesia Tahun2ol5 Nonlor 58.

Tambalun Lenrbaran Negara Republiklndonesia Nomor 5679);

Utrdang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentanS PenetapanPeraturan Pemerintah

Pengganti Undarrg-UIdarrg Nornor lTahun 2Ol1tent^ng Pemilihan cube lur, Bupati

danWalikota lnenjadi UndanS-Undarg (lanbaran NegaraRepublik lrrdonesia Tahul

2015 Nornor 23, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nornor

5656)rbagairnara telah diubah dengan Undarrg-Undarg NomorS Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran

Negara Republiklndonesia Nonror 5678);

Peraturan Pemerirrtah Nomor 5 Tahun 20O9 telltang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik (Lembarau Negara Republik Indorresia Tahun 2009 Nomor '18, Tambahan

lembaran Negara Republik htdonesia Nornor 4972) sebagaimana telah diubah dengan

Perafuran Pemerintah Nomor 83 Tahtn 2012 tentang Perubahan Atas Perafuran

Pernerintah Nomor 5 Tahun 2@9 tentarrS Balfuan Keuangan kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Rep,ublik lndonesia Tahuu 2012 Nomor 195. Tarnbalun Lenrbaran

Nqara Republik lndonesia Nonpr 5351).

Peraturan Menteri Dalam NeSeri Nomor 24 Tal],I,trt 2OO9 tentang Pedomarr Tata Cata

Perghitungan, Penganggaran daLarn APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pedanggung Jawaban Penggunaarr Bantuan Keuangan Padai Politik sebaSaimana telall

diubah denganPeraturarr A4enteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2Ol3 telltarg

Pedornan Tata Cara Perghitungan. Penganggaran dalanr APBD. Pengajuan, Penyaluran

dan Laporarr PertanSgu[8 Jawaban Penggunaan Bantuan Keuaqgan Padai Politik

(Lembaran Negarz Republik Indortesia Talun 2O13 Nolnor 68I ).

Peraturan Alenteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2OlO tentaru Pedonlan Fasilitasi

Petyelenggaraan Pendidikan Politik.

I
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Keputusan Bupafi Kotawaringirl Barat Nomor ,9OO/16/II/DPA- SPKD/2019 tanggal Ol

Januari2Ol9tentansPensesahanDokumen Pelaksanaan AnggaranDPA-SKPD

Badan Kesatuarl Bangsa darr Politik Kabupaterl Kotawaringin Barat Tahun Anggaran

2019t

Keputusan Bupati Kotawaringitr Barat Nonror ,910/02III/DPPA-SPKD/2019 targgal 30

Agusfus 2019 tentang Pengesahan Dokumeu Pelaksanaan Perubaharr AEgaranDPPA-

SKPD Badan Kesatuan Barrgsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

TahunAnggaran 2019.

3. MAKSUDDANTTIUAN

Ma.tnd.

N{aksud dari Prqgram Sosialisasi UU/7 Tahun 2017 pada Bidang Politik Dalam Negeri

adalah untuk Meningkatkan Pengetahuan kepada Parpol/iUasyarakat yang menpunyai

kepentingan dalam menghadapi Pemilihan Ulnum Serelltak / Pemilihan Unlum AngSota

DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presidetr darr WlI. Presiden Tahun 2019 khususnya di

Kabupaten Kotawarir8h Barat.

IUuan

Terciptarlya pelaksaruan PemililEn Urrrurn Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan

Umunr Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019 *cara langsurlg, Umum, Bebas, Rahasia,

Jujur dan Adil dalanr NeEara l(esatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Urdang- Undang Dasar 1945.

Alaksud darr tujuan dilaksanakalr proSram ini adalah untuk nlenirgkatkan wawasan

dan pendidikanpolitik di masyarakat.Pro9t^rn Pendidikarr Politik Masyarakat dilaksarakan

oleh Bidarrg Politik Dalam Nqgeri besarAnggaran Rp.223.4E7.5O0,- dan terealisasi Rp.

210.082.629.,- atau sebesar 94,O0",6, dengan kegiatan sebagai berikut ,

1) Kegiafall lrcrryuluharr kepada masyarakat denSan sub kegiatan Mensosialisasikan

Pemilu serentak melalui Iv{edia Cetak Yaitu , Spanduk, Balleho dan Banrrer untuk

Sosialisasi tentanS Persiapan pelaksanaan Pemilihan Unlum Sercntak Arugota DPR

RI/DPD RI/DPRD Provinsi. DPRD Kab./Kota dan Pemilihan Umurn Presiden dan Wakit

Presiden Tahun 2019. Adapun angg;ar r Plogram Pendidikan Politik Ivlasyarakat

sebesar Rp. 209.85I .500,- dan terealisasi Rp.196 .452.629.-atat xbesar 93,62oA.

8
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a. Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah trnfuk prnbinaan dar'

memberikan infonnasi politik bagimasyarakat berupa Sosialisasi melalui Media

Cetak baik Spanduk. Banner dan Baleho diharapkan dapat mer6ir6atkan,

memberikarr darr menambah pengetahuan dan wawasan terrtant Pemililun

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kab / Kota Tahurl 2019.

b. Badan Kesbargpol Kabupaten Kotawaringin Barat juga nletrdistribuskarr Spaduk,

Banner dan Baleho di 6 (Enam) Kecanratan dan r\lendislribuskan lrgistift dari

KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin B^rat jtga membantu Dana

hansportasi Pendistribusian Logistik di 2 (dua) Kecamafarl yaitu Kecarnatan

Kumai (Teluk Pulai) darr Kecanlatall Arut Utara.

d. Pada lmggat, 17 s/d 19 April Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat

melakukan monitoring di 6 (enam) Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden. DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota.

e- Kegiatan ini dllaksanakar pada triwulan I dan Il Tahun Arrggaran 2019.

i Hasil dari terlaksarrarrya kqgiatan ini 4gar masyarakat pada khususnya

nrenggunakan hak-hak potitikrrya untuk pembangunan daerah.

2) Kegiatarr Forum-forum Diskusi Politik dengan sub kegiatan Rapat Tim Verifikasi

Bantuall Keuargalr Partai Politik dan Sasialisasi/pelatihan penyusunart laporan

pertarrggungjawaban Barlhran Keuangan Partai Pottil Tahun 2O19, dengan anggaran

Rp.I3.63O.OO0,- dan terealisasi Rp.I3.630.000,- atau sebesar I00%.

a i\laksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menambah wawasall berpolitik

danterciptanya kornunikasi antara partai politit.

b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwr.rlan lll Tahun Arrggaran 2019 dengan

pesertadari antgota partai politik.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah menirSkahrya hasil perolehan Pernilu Presiden

dan Wakil Presiden. DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab i Kota

di Kabupaten KotawarinSill Barat dan menirgkafilya berpoliftk khususnya

dalam rnekar srne pengelolaan admiltistrasi keuangan partai 1rclitik.

lllp0ran penyelengEaraal pemeilnla[ Daeran [ppD) IaIun 2019



BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN

OX,GANISASI MASYARAKAT TAHUN 2019

A PROGR,AM PEMNGKATAN KAPASTTAS ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. XEGIATAN PEMBINAAN OR,GANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT

Istar Belat ng

Persafuan bangsa nrerupakan salah satu modal utama urltuk bekerja sanra

mewujudkan tujuar1 Ne8ara Kesafuan Rep'ublik Indonesia malia maraknya organisasi

masyarakat darr lembaga swadaya masyarakat yaug dicurigai dan terindikasi rnemiliki palranr

radikal dan anti pancasilais yarrg memecah belah persatuan barrgsa diperlukan aturan

hukum yang mengatur tentanS tata cara perrdirian ormas/l-SNl, azas ormas/LSr\l. stmkfur

kepngurusan, domisili orrnas/LSi\{ sehirgga memperrnudah pemerintah untuk mengawasi.

menrbina dan mernberdayakan ormas/L$\4 demi tercapainya fujuan Negara Kesafuan

Republik Indonesia.

Saat irri untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT). omas/lsl\l harus

mendaftar di Kementeriarr Dalam Negeri tnelalui aplikasi online di website

www.siormas.kemendagri.go.id. Sedangkan untuk ormas/LSt\I yang didirikan oleh Warga

Negara Asing (WNA) bisa mendaftar rnelalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentanS Organisasi Kemasyarakatan.

futusarr Nlahkarnah Konstitusi nomor 82lPUU-Xll2O13 tentang Pengujian Terhdap

Urrdarrg-undang Republik hrdonesia nomor 17 tahun 2073 tentang Orgardsasi

r\{asyarakat

Putusan I\{al*amah Konstitusi nonpr 3/ruU-XIll2O74 tenlarw Pengujian Terhadap

Undang-undang Republik Indotresia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi

N,tasyarakat

Unclarrg-undang nomor 16 talrun 20'17 tentaru Penetapan Perppu rlomot 2 tahurl

2O17 tentang prubahan atas Undattg-undang nomor 1 7 tahun 2017 Inenjadi UU.

Perafuran Pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksartaatt Undartg-undang no

l7 tahun 20I3

1

I
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3
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Peraturan i\,lenteri Dalam Negeri nornor 57 tahun 20'17 tentang Pendaftaran dan

Pettgelolaan Sistem lnfonnasi Organisasi Kemasy atakatatl.

Mrtfld dsn Ttrjuan

i\laksud dan tujuan setiap ormas/lJlv{ yzurg akan dibentuk maupun yang sudah

terberrtuk harus terdaftar d\ databa* ormas/LsM Kementerian Dalam Negeri ,

1. Untuk melindungi persatuan barrgsa.

2. Pengualan Pancasila dan UUD 1945 rbagai ideologi dan azas NKRI

3. Antisipasi penyebaran paharn radikalislre (karun danlkiri)

4. r\lemudahkan pemerhrtah dalam memperingatkan, menertibkan datr nrernberi sanksi

terludap onnas/Isr\{ yar18 bertelltar€an dengan Pancasila darr UUD 1945.

J\laksud dan tujuan dilaksanakarurya proSram adalah meningkatkan kapasitas

organisasi dan lembaga kemasyarakatan. PrqEram Penirrgkatan kapasitas organisasi dan

lembaga kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bidarg Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan

organisasi kernasyarakatan, besamya anggatatl. Rp.16O.297.OO0.- dan tercalisasi

Rp.97.417.800,- atau 60.770,6, dengan kegiatan sebagai lxrikut

1) Penlbinaan orSanisasi masyarakat dan lentbaga swdaya nlasyarakat detrgan sub

kegiatan pembinaan Onnas/LSM. fokasi anggararr kegialan ini sebesar

Rp.77.552.500,- dan terealisasi Rp.40.453.30O.- ata1tr 52,16o,5.

a. I\,laksud dan tujuan kegiatan adalalt peningkatan lrngetahtan datt wawasan

tentang organisasi kenrasyarakatan dalant berpartisipasi tnendukung

ptnbartgunan daerah.

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pada hiwulan III dan IV Tahun ArSSarar 2019,

dengan psertadari kalangan rnasyarakat. tokoh agama. tokoh pernuda dan

Orrnas/LSI\{ dengan jurnlah pserta keselunrhan 1O0 orang.

c. Hasil dari kegiatan t:ni adalah rnerringkatnya pengetahuarr dan wawasan

masyarakat tentang peranan suafu Ormas/LSi\'t dalam rnendukung kinerja

pemerintah.

2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi datr Pelaporan Or8anisasi l\'lasyarakatdall Lembaga

Swadaya N{asyarakat dengan sub kegiatan Mollev Ormas/lsi\{ dan Rapat Tim Saber

Punali.PaSu anggaran Rp.82.744.5O0,- dan terealisasi Rp.56.964.500,-atau rbesar

64.44",6.

5
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a I\4aksud dan tujuan keSiatar adalah rnemonitoring keberadaan dan keaklifal

dari Ormas/lsNl yarg ada dan Fmberantasan praklek pur€ufatr liar (purr3li) di

Kabupaten Kotawarirgin Barat.

b. Kegiatan ini dilaksanakarr oleh pada triwulan Il, III dan lV Tahun Anggarau

2019, derrgan peserta dari panitia luonev Ornras/lsM dan Satgas Saber fur€li

Kabupaten Kotawaringin Barat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya dan tersedianya data Ormas dan

LSIrI yangaktif dan tidak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat *fia

pncegalmn terjadinya pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat.

* Fernarolahm

Prqgram Peningkatan Kapasitas Oganisasi Dan leinbaga Kenrasyarakatan

dengankegiatansebagaiberikut,

1) Pentbinaan Ormas dan LSA{ dengan pagu kegiatan sebesar Rp.77.552.5O0,- realisasi

keuangan sampai dergan 31 Desember 2019 sebesar Rp.4O.453.3O0,- atau dengan

persentase sebesar 52.16%. Rendalrnya srtapn anggaran disebabkan pa a bberapa

belanja pada kegiatan ini realisasfuiya masih dibawah tatget dan i$ga da belanja yanS,

tidak direalisasikat I dil aksnrakan, ant ar a lain,

a. Belanja prjalanan dinas dalam kota dalam rangka Uji Petili terhadap

pembuatar Surat Keterangart Terdaftar (SIil) Tidak bisa dilaksarukan karena

urrtuk tahun 2Ol9 tidak ada Ormas/lsM yang mengajutan pendaftarun yang

domisilinya dalam kota (tidak ada Ormas yarrg baru).

b. Belanja perjalanan dinas luar kota dalam rangka Uji Petik terhadap lremlruatan

Surat Keterangarr Terdaftar (SIfl) Tidak bisa dilaksarukan kareira untuk talun

2079 trd^k ada Ormas/LSNI yang rnengajukan pendaftaran yang domisilinya

luar kota (tidak ada Ormas yarrg baru)

c. Belanja prjalanan dinas luar kota ke Propinsi/Pusat dalam rangka kegiatan

Ormas/LSNI Tidak dilaksanakan karena untuk fahun 2019 tidak da Peraitran

Perundang-Undang^n y^nt baru tentanS Ormas/LSM sehingga tidakperlu

adarrya konsultasi dan koordinasi karena masih menggunakan perafuran

lrrundang-undargan yanS latna dan tid^k 
^d^ 

Rakomas dari pusat terkait

Ormas/LSN{.

Inp0ran Peryel0rggaraal p0meffilan Daeran 0,PP0) Tam 2019



2\ N{onitoring,Evaluasi Dan Pelaporan Ormas dan ISI\,1 dengan pagu kegiatan sebesar

Rp.82.744.500,- realisasi keuangan santpai deirgan 31 Desenrber 2OI9 sebesar

Rp.56.964-5OO,- atau dengan Irrserttase sebesar 68,84%. Rendalmya serapan

anggaran disebabkan pada beberapa belanja pada kqiatan ini realisasinya rnasih

dibawah tar8et dan j:uga ada belaqia yang tidak direa.lisasikarr/dilaksanakan, antara

lain,

a. Belanja prjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatzur Tim Saber Pungti

realisasinya masih dibawah target dikarenakan rsuai saran/arahan dari Ketua

Satgas Saber Purgli bahwa kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali.

b. Belanja perjalarran dinas luar kota dalarn rargka kegiatan Tim Saber Pungli

realisasinya nrasih dibawah target dikarenakan rsuai sararr/arahan clari Ketua

Satgas Saber Pungli bahwa kegiatan ters€but hanya dilaksanakan I (satu) kali di

5 (lima) Kecamatan dan untuk Peqjalanan Dinas Satgas Saber Pungli ke Palargka

Raya tidak dilaksanakan karena Provinsi juga tidak ada kegiatan Rapat

Koordinasi Saber fungli pada Tahun 2Ol9

.:. Soluli

Unfuk prnusalahan prtarna,Poin I (a) darr (b) solusi penyebab permasalahan karena

tidak terealisasi terkaif belanja perjalanan dinas baik dalam kofa maupun luar kota dalam

raflgka Uji Petik ferhadap pembuatarr Surat Keteraruan Terdaftar (SKT) tersebut mal(a uxtuk

APBD 2019 akan dikernbalikar.r ke Kas Daerah dan di inforrnasikan pula bahwa untuk RKA

Talun 2O2O Belanja perjalanan dinas dalam daetah dalam rangka Uji Petik terhadap

petnbuatan Surat KeteranSarl Terdaftar (SKT) tetap dianggarkan dengan lebih efisien untuk

merrgzurtisipasi jika da pndatlarun Onnas dan lSIrI yary baru. se<largkan untuk poin 1 (c)

solusi penyebab permasalaharr tidak terealisasi terkait belanja perjalar.ran dirus luar kota ke

Propirrsi/Pusat dalan rangka kegiatan Onnas/LSI{ maka utrtuli APBD 2019 akan

dikenrbalikan ke kas daerah dan dalam pengganSgarall pada RKA Tahun 2020 belaqia

perjalanarr dirus luar kota ke Propinsi/Puut dalam rangka keSiatan Ormas/LSIU

diefisiensikan dan juga lebih berkoordinasi dengan stakeholder baik Provinsi nuupun Fusat

terkait kegiatan Onnas/l.SA'l.

l"aDoran peryelelEgaraan pemerlnlal DaeIaI (lppll) Iam[ 20t9



Untuk permasalalun keempat.poill 2 (^\ d^L (b)solusi terkait tidakterealisashrya

beberapa belanja perjalanan dinas baik dalam dan luar kota dalarn rangka kegratan Tim

Saber Pungli yaitl pagu belanja akan kembali ke kas daerah dan diinformasikan bahwa

tahun anggalan 2020 untuk Kegiatan SatSas Saber Pur6li Kabupaten Kotawaringin Barat

telah dilinrpahkan dan dialihkan kepada Inspektorat Kabrrpaten.

t D0re[ Peny0lc[Egamall pemedilan Daonn opPD) Ia[un 20lq
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(1) (2) {4) (5) {61 (7) (8) (e) (10) (11) (12) (13) (14) (14)

3 Protr.m Penlnglatan Dirlplln

31
Pen&d..n Palalan dlnar b€scd.

21.2@ 000 19.400 000 91,51

3.2 PenSadaan P.talan khusLrs harl.harl tert.ntu
19.800.000 19 200.000 96,97

41,000.00o 38.600.000 94,15

5 Protram Penintlatan
Kap.tltas S!mber Daya

4.1
Bimblnt.n teknls implementasl p€r.tur.n

Perund.ng{ndaogan
100 7@.000 74 399.252 73,8

100.700,000 14.t99.292 7t,84

6 ProEam Penintk.tan
p.n&mb.ntan dn€m
pel.por.n capalan klnerja dan

5.1
Penyurunen pelaporan k.u.n,.n akhk

14.000.@o 13 337.0@

14,0@.000 l!.337.00t 95,26

8 ProtEm Pentembangan

Wawaran (.ban$ean

61
P€ninstatan rara sollda tas d.n ikatan
sosial dll.lantan masyarak.t

201.95510() 200.378.355 99,27

6.2
Penlntkatan teiidaran masyaElat akan
nilai-nllai luhur budaya ban8sa

292.r25.000 236 761.994 81,05

494.090.r@ 43r.141.349 8E,4t

Program pemellharaan

penceg.han tlndal krlminal

1.1

Peningkatan lerjasama dengan aparat
keamanan dalem teknik penceBahan 402 5s0.000 387.072.400 96,16

7.2 102.650.100 75.946.843 11,99

t05.200.r00 463,019.243 91,55

10 Protram Pendldllan Polltit

8.1 Penyuluhan kepada masv.rakat 209.as1.500 t96.452.629 93,62

8.2 Forum - fo.um diskJslpolltlk 13.630.000 13.630.000 100,m

223.4a1.500 u0.r82.629 94,@

(3)

95,25

PenceSsha. d.n p€nanSanan lonfllt sosial

I--t ll

=Im
Tl --------r--------lI

tt i-
t-

ttt
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I
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OATAM PfIAXSANAAN URU

UNU9AN WAJIB : BAOAIT IGSATUAI1 
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'OUTIX 
XA6. (OTAWAIIIIJO AARAI

iONDI' SAT^NA OAN Pf,ASARANA

l1) (2t 0l 15) \7) 13t le) {10) {1r) o1 114) o-1t

Prq..6 PengemhanSan Waw!sn (eb.nBnr.

P..anaht.n ..e solE.nl.s dr. lkna. rci.l

62
P.nl.8k.on kdad.r.n fr.lv.dkat rlin nll.l
itl.ltunuibudav. bami.

Pila.mp.clrh..-.lonu.nubMd.np.ft.S.h..

P.nlngbLn te.jasft. d.ng.n .p.61 kcamrn.n
d.r.m teknik p€nc.rrnrn k.i.h.r..

P€..qah.n dan p.n.ng.n.n konfl[ sn.l

Pbg..fi Pendidlkrn Poirlt Masya.alal

9.1 Pe.Yuluh.n k€r.d. m..Y.ot r

3,2 Fo.um . Iorum dtelust p.llttk

?rogm F.rngh.n lro.lat 3 o'8.nisr d.. kob.8.

P.mbh.an org.nlsrl m3y.r.kard!. lombag.
77.552,500

9.t Monllo.tq B.l!.rl d.n p.l.por.n omsllr!4

Pan*al.n Bur Februrri 2OA)
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(1) 12t (3)
{4) (s) (6) t7t 18) (e) {10) (!1) (r2) {13) (14) (14)

1l P.ogGm peningkatan

kapasltasoryanlsas! dan

lembaAa kemasyarakatan capaian

9.1
P€mbinaan ory.nira5i masya6kar da.
lehbat. sw.d.ya m.sr.Gkat

77.552 500 ,t{,.453 3@ 52,t6

9.2
Mon itorine evaluas dan pelaooran

ormas/LSM
82.744,500 s6.964 s00 68,84

97.41?_800 60,77

TOTAL 2.446.a20.000 2.244.174,862 90,40

P.ngkalanBun, Febrsad2020
KEPALA BADAN (ESATUAN BANGSA DAN POLITIK

't'

Pembina
N.]P. 196m21 98203 1 013



I-AMPIRAN VIII

DAFTAR URUSAI'I WNIE DAN PITIHAN SERTA NAMA .NAMA SKPO PENYETTNGGARA

NO URUSAN WA.IIB NAMA SKPD PENYETENGGARA

1 Program PengembanEan Wawasan Kebangsaan

Ke8iatan :

- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dlkalangan masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilal'nilai luhur budaya banSsa

Badan Kesatuan BanSsa dan Politik

2

Pencegahan dan penanganan konflik sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3 Program Pendidikan Politik Masyarakat

kegiatan:

- Penyuluhan kepada masyarakat

Forum - forum diskusi politik

Badan Kesatuan Bantsa dan Politik

4 Program peningkatan kapasitas orBanisasi dan lembaga kemasyarakatan

ke8iatan :

- Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaBa !wadaya masyarakat

Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas/LSM

Badan Kesatuan Eangsa dan Politik

Pantkalan Februari 2020

Kepala dan Pol

n a

I'earhina Muda

KE
[tk*

G\
NIP.l 198203 1 013

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

keglatan i

- Peningkatan kerjasama den8an aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan



TAMPIRAN IX:

RINCIAN JENIS EELANJA PER URUSAN

NO URUSAN WAJIB

EEIAN.IA TIDAK

I.ANGSUNG

EELANJA TANGSUNG TOTAT BETANJA REATISASI

BELANJA

PERSENTASI

w
SKPD

PEI.AKSANA

KETERANGAN

EETANJA

PEGAWAI

BCIANJA

BARANG DAN

JASA

BETANJA

MOOAT

19 Kesatuan Bangsa dan Politik 3.814.006.000 341.909.000 1.859.198.500 285.712.500 6.300.825.000 5.981.355.768 94,93 Badan
K6saluan
Bangsa dan
Politik

Pangkalan Bu&
KEPALA BADAN KESAI'UAN

lebruari 2020

NGSA DAN POI,II IK
KAB. T

Pembina
II

d

NtP. 19600215 198203 1 013

TOTAT DAN REATISASI BETANJA URUSAN WAJIB



I.AMPIRAN X:

TAPORAN REALISASI ANGGARAN

URUSAN WArlE : KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DAI"AM NE6ERI

NOMOR

URUT
URAIAN ANGGARAN REALISASI

SKPD PETAKSANA

5 BETANJA 6.300.826.0O0 5.981.355.768 Badan Kesbang

dan Politik
5.1. BETANJA TIOAK LANGSUNG 3.814.006.OO0 3.733.180.906

5.1.1 Belanja Pegawai 3.814.006.000 3.733.180.906

5.2. BETANJA TANGSUNG 2.486.820.000 2.248.17 4.862

5.2.1 Belanja Pegawai 341.909.000 300.709.000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.859.198.500 1.663.32L.362

5.2.3 Belanja Modal 285.712.500 284.144.500

Jumlah Belanja 6.300.826.000 5.981.355.768

P:ngkalan Bura Febrrra,i 2O2D

KEPALA BADAN XESATUAN BANCSA DAN POLTTIK

. BARAT

H. IIIUD
Pembina

NIP. 19600215 198203 1 013



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten / Kota

sKPD*)

Kabupaten / Kota

Nama Jumlah

Personil PNS

Keterangan

Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

Kab Kotawaringin Barat

Badan Kesatuan Bangsa

den Politik
26

KESgANG OAII

BADAN

U,

an Bun, Februari 2020

BANGSA DAN POTITIK

Muda
198203 1 0r.3

tU
o_

*

RIN Pembina


